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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

Sinabang untuk Tahun Anggaran 2022

Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab 

Pengadilan Negeri Sinabang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan data/ informasi 

menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid 

serta tidak terdapat kondisi atau hal

menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

 

  

 
 

 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

nabang untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan 

Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab 

Pengadilan Negeri Sinabang. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan data/ informasi kinerja Pengadilan Negeri Sinabang sehingga dapat 

menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. 

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid 

serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan da

menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
 
 
 

JAMALUDDIN, S.H., MH. 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

sesuai dengan pedoman reviu atas laporan 

Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 

kinerja Pengadilan Negeri Sinabang sehingga dapat 

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid 

hal yang menimbulkan perbedaan dalam 

menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini. 
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CHECKLIST 
REVIU 

 
No Pernyataan Check list 

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 
menampilkan data penting IP 

2. LKj telah menyajikan informasi target 
kinerja 

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP 
yang memadai 

4. Telah menyajikan dengan lampiran 
yang mendukung informasi pada badan 
laporan 

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke 
depan 

6. Telah menyajikan akuntablitas 
keuangan 


 


 


 


 


 



II Mekanisme 
penyusunan 

1. LKjIP disusun oleh unit kerja 
yang memiliki tugas fungsi untuk itu 

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj 
telah didukung dengan data yang 
memadai 

3. Telah terdapat mekanisme 
penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusun LKj 

4. Telah ditetapkan penanggung 
jawab pengumpulan data/informasi di 
setiap unit kerja 

5. Data/informasi kinerja yang 
disampaikan dalam LKj telah 
diyakini keandalannya 

6. Analisis/penjelasan dalam LKj 
telah diketahui oleh unit kerja 
terkait 

7. LKj IP bukan merupakan 
gabungan unit kerja di bawahnya. 


 



   


   


   


   


   


III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 
dengan tujuan/sasaran dalam 
perjanjian kinerja 

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras 
dengan rencana strategis 

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, 


 
 


 





 

  maka terdapat penjelasan yang 
memadai 

4. Target Indikator Kinerja 
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan target indikator kinerja 
tujuan/sasaran dalam perjanjian 
kinerja. 

6. IKU pada LKj telah sesuai dengan 
dokumen IKU yang ditetapkan 

7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, 
maka terdapat penjelasan yang 
memadai 

8. Telah terdapat perbandingan data 
kinerja dengan tahun lalu, standar 
nasional dan sebagainya yang 
bermanfaat 

9. IKU dan IK telah cukup mengukur 
tujuan/sasaran 

10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan 
yang memadai 

11. IKU dan IK telah SMART 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan 

misi Pengadilan Negeri Sinabang pada Tahun Anggaran 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006  tentang  Pelaporan 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun  2014  tentang  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara  

Pendayagunaan Aparatur   Negara  dan   Reformasi    Birokrasi Nomor 53 tah

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Dalam LKjIP ini diuraikan mulai dari perencanaan kinerja 

Sinabang sampai analisis capaiannya selama tahun 

kinerja Pengadilan Negeri

merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada 

hasil yang optimal. Hasil d

merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah

tahun berikutnya. 

Akhirnya kami berharap agar  LKjIP  Pengadian Negeri Sinabang tahun  

ini  dapat bermanfaat    sebagai    umpan    balik    bagi  seluruh pegawai di 

lingkungan Pengadilan Negeri

di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing. 
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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan 

Sinabang pada Tahun Anggaran 2022. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan   Kinerja  

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun  2014  tentang  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara  

Pendayagunaan Aparatur   Negara  dan   Reformasi    Birokrasi Nomor 53 tah

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dalam LKjIP ini diuraikan mulai dari perencanaan kinerja Pengadilan Negeri

Sinabang sampai analisis capaiannya selama tahun 2022 Secara umum target 

Pengadilan Negeri Sinabang telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini 

merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada 

hasil yang optimal. Hasil dari LKjIP pada tahun ini akan  menjadi  

perencanaan, kebijakan dan langkah-Iangkah perbaikan  untuk 

Akhirnya kami berharap agar  LKjIP  Pengadian Negeri Sinabang tahun  

ini  dapat bermanfaat    sebagai    umpan    balik    bagi  seluruh pegawai di 

Pengadilan Negeri Sinabang  dalam rangka   meningkatkan    kinerja 

di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sinabang,  15  Februari 20
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

 
 

Jamaluddin, SH.,MH 
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 Sinabang Tahun 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan 

Keuangan  dan   Kinerja  

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun  2014  tentang  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara  

Pendayagunaan Aparatur   Negara  dan   Reformasi    Birokrasi Nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Pengadilan Negeri 

Secara umum target 

Sinabang telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini 

merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada 

ari LKjIP pada tahun ini akan  menjadi   bahan guna 

Iangkah perbaikan  untuk 

Akhirnya kami berharap agar  LKjIP  Pengadian Negeri Sinabang tahun  2022  

ini  dapat bermanfaat    sebagai    umpan    balik    bagi  seluruh pegawai di 

Sinabang  dalam rangka   meningkatkan    kinerja 

di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

2022 
inabang 
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RINGKASAN EKSEKUTIF
 

Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yanag 
akan dicapai pada tahun 2020 
dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama,

Secara umum dapat disimpulkan 
Sinabang dalam melaksanakan tugas
yang dapat ditunjukkan dari 
sasaran strategis yang telah 
indikator tiap sasaran strategis 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 
No. Sasaran 

Strategis 
1.   Terwujudnya 

Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Perkara Perdata yang 
Diselesaikan Tepat Waktu

2.   Persentase perkara 
diselesaikan tepat waktu

3.    Persentase Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Banding

4.    Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

5.    Persentase jumlah putusan yang 
menggunakan pedekatan 

6.    Persentase Perkara Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan Diversi

7.    Index Kepuasan Pencari Keadilan
 

Peningkatan 
 Sasaran strategis 
1. Peningkatan 

efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 
tepat waktu

2.  Persentase Salinan Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 
Tepat Waktu

3.  Persentase Perkara yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sinabang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yanag 
akan dicapai pada tahun 2020 – 2024, keempat sasaran tersebut selaju

) indikator kinerja utama, 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, Pengadilan Negeri
dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan 

ng dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indi
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja masing

dikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Capaian Sasaran  Strategis I 
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target 

Persentase Perkara Perdata yang 
Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 

Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 

Persentase Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Banding 

75% 

Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

75% 

Persentase jumlah putusan yang 
menggunakan pedekatan restorative 

1% 

Persentase Perkara Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan Diversi 

10% 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 90% 

Capaian Sasaran  Strategis II 
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja Target 
Persentase Salinan Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 
tepat waktu 

100% 

Persentase Salinan Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 
Tepat Waktu 

100% 

Persentase Perkara yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

10 
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Sinabang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yanag 
2024, keempat sasaran tersebut selajutnya diukur 

Pengadilan Negeri 
dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan 

pencapaian sebagian besar target indikator kinerja 
ditetapkan. Rincian capaian kinerja masing-masing 
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini: 

Transparan dan Akuntabel 
Realisasi Capaian 

 
100% 100% 

100% 100% 

68% 90% 

75% 100% 

NULL NA 

NULL NA 

91% 101% 

efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 
Realisasi Capaian 

100% 100% 

100% 100% 

0 0 
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Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat 
No Sasaran strategis 
1 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 
Diselesaikan

2 
 

 Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan

3  Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum)

 

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
No Sasaran strategis 

1 Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)

 

 

Capaian kinerja tersebut diatas di dukung dengan anggaran 

 

 

Rp3.884.886.000,00 

Rp10.000.000,00 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeradilan 

Sasaran  Strategis III 
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja Target 
Persentase Perkara Prodeo yang 
Diselesaikan 

0 

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

0 

Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 

Sasaran  Strategis IV 
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja Target Realisasi

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 100%

Capaian kinerja tersebut diatas di dukung dengan anggaran sebagai berikut :

Sinabang,  15  Februari 20
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

 
 

Jamaluddin, S.H.,M.H 

  

Rp33.950.000,00 Program dukungan manjemen 
dan pelaksanaan tugas teknis 
lainnya MA RI

Program peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur Mahkamah 
Agung

Program peningkatan manajemen 
peradilan umum.
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Miskin dan Terpinggirkan 
Realisasi capaian 

N/A N/A 

N/A N/A 

100% 100% 

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 
Realisasi capaian 

100% 100% 

sebagai berikut : 

 

2022 
inabang 

 

Program dukungan manjemen 
dan pelaksanaan tugas teknis 
lainnya MA RI

Program peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur Mahkamah 

Program peningkatan manajemen 
peradilan umum.
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A. LATAR BELAKANG 
 
Pengadilan Negeri S

dilingkungan peradilan 

pelaksana kekuasaan kehakiman 

menegakan Hukum dan Keadilan, 

depan (Voorj post) Mahkamah Agung

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di t

pertama dan menciptakan apa

dapat mewujudkan tata pemerintahan 

menjadikan Pengadilan Negeri

Agung. 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan wujud pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan cita

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan 

yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih, akuntabel, dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat N

Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, 

dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada 

publik. 

B. KEDUDUKAN, WEWENANG
 

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan sebagai kawal depan dari 

Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri

dan fungsi  sebagai berikut : 
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BAB. I. PENDAHULUAN 

Sinabang merupakan pengadilan ditingkat pertama 

 umum di bawah naungan Mahkamah Agung RI

ekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sinabang

) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di t

dan menciptakan aparatur peradilan yang bersih, bebas KKN sehingga 

dapat mewujudkan tata pemerintahan  yang baik (good govern

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga penegak hukum yang 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan wujud pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa dan 

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan penerapan sistem pertanggung

pat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih, akuntabel, dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya mencapai hal tersebut sejalan dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, 

dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada 

WEWENANG DAN FUNGSI. 

lembaga peradilan tingkat pertama dan sebagai kawal depan dari 

Pengadilan Negeri Sinabang mempunyai kedudukan, tugas  

dan fungsi  sebagai berikut :  
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pengadilan ditingkat pertama 

Mahkamah Agung RI, sebagai 

untuk menyelenggarakan peradilan guna 

inabang sebagai kawal 

, bertugas dan berwenang menerima, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat 

bebas KKN sehingga 

(good governance) dan 

sebagai lembaga penegak hukum yang 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan wujud pelayanan 

cita bangsa dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban 

pat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih, akuntabel, dan bebas 

Upaya mencapai hal tersebut sejalan dengan 

XI/MPR/1998 tentang 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, 

dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada 

lembaga peradilan tingkat pertama dan sebagai kawal depan dari 

Sinabang mempunyai kedudukan, tugas  
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1. Kedudukan. 

Pengadilan Negeri

merujuk pada undang

Umum, Pengadilan

berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh

Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung

pertama mempunyai kekuasaan

dengan adanya perubahan und

Undang-undang nomor 49 tahun 2009

Tingkat Pertama 

kewenangannya berada di Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri

berkedudukan di ibukota kabupaten Simeulue dengan wilayah hukumnya 

meliputi seluruh wilayah kabupaten Simeulue.

Peta Wilayah Hukum 

 

 

 

 

 

 

 Yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Simeulue 

2. Kecamatan Simeulue Tengah

3. Kecamatan Simeulue Barat

4. Kecamatan Teupah Barat

5. Kecamatan Teupah Selatan

6. Kecamatan Teupah Tengah
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Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan

undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum, Pengadilan  tingkat pertama atau  Pengadilan Negeri

berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh

Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat 

pertama mempunyai kekuasaan  hukum  meliputi satu 

perubahan undang-undang nomor : 8 tahun 2004 dan 

undang nomor 49 tahun 2009 maka pembentukan Pengadilan 

Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri beserta fungsi dan 

kewenangannya berada di Mahkamah Agung. 

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan pengadilan tingkat pertama yang 

berkedudukan di ibukota kabupaten Simeulue dengan wilayah hukumnya 

meliputi seluruh wilayah kabupaten Simeulue. 

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang

Yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu : 

Simeulue Timur. 

Simeulue Tengah. 

Simeulue Barat. 

Teupah Barat. 

Teupah Selatan. 

Teupah Tengah. 
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bagai lembaga peradilan  tingkat pertama 

undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan 

Pengadilan Negeri 

berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Menteri 

pengadilan tingkat 

meliputi satu  kabupaten/kota, 

undang nomor : 8 tahun 2004 dan 

maka pembentukan Pengadilan 

beserta fungsi dan 

tingkat pertama yang 

berkedudukan di ibukota kabupaten Simeulue dengan wilayah hukumnya 

Sinabang 
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7. Kecamatan Teluk Dalam.

8. Kecamatan Alafan

9. Kecamatan Salang.

10. Kecamatan Simeulue Cu

 

2. Wewenang dan F

Pengadilan Negeri

mempunyai wewenang

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara ketingkat banding, kasasi dan peninjauan 

kembali (PK), yang diajukan upaya hukum oleh 

berperkara. 

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Dan selain menjalankan tugas pokok tersebut 

Sinabang dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang.

 

Pengadilan Negeri

yakni memeriksa dan mengadili

Pengadilan Negeri

organisasi Pengadilan Negeri

nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang

8 tahun 2004 jo. Undang

Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kepaniteraan dan k

Pengadilan Negeri
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Teluk Dalam. 

Alafan. 

Kecamatan Salang. 

Kecamatan Simeulue Cut. 

Fungsi  

Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan

wewenang utama yaitu : 

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Mengajukan berkas perkara ketingkat banding, kasasi dan peninjauan 

kembali (PK), yang diajukan upaya hukum oleh para pihak yang 

Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dan selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri

Sinabang dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan 

undang. 

Pengadilan Negeri Sinabang memiliki fungsi mengadili 

yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang 

Pengadilan Negeri tingkat pertama diwilayah hukumnya

Pengadilan Negeri Sinabang mengacu pada undang

nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang

8 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan 

Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun susunan organisasi 

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut : 
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gai lembaga peradilan tingkat pertama 

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

Mengajukan berkas perkara ketingkat banding, kasasi dan peninjauan 

para pihak yang 

Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah 

Pengadilan Negeri 

Sinabang dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan 

Sinabang memiliki fungsi mengadili (Judicial Power) 

perkara yang menjadi wewenang 

gkat pertama diwilayah hukumnya dengan Struktur 

Sinabang mengacu pada undang-undang 

nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang nomor 

undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan 

Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

esekretariatan peradilan. Adapun susunan organisasi 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeradilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ketua Pengadilan

2. Wakil Ketu

3. Hakim 

4. Panitera  

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana.

8. Panitera Muda 

9. Kepala Sub 

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan.

12. Fungsional Panitera Pengganti

13. Pelaksana.
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Ketua Pengadilan 

Wakil Ketua. 

 

Sekretaris. 

Panitera Muda Hukum. 

Panitera Muda Pidana. 

Panitera Muda Perdata. 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan. 

Fungsional Panitera Pengganti. 

Pelaksana. 
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Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeradilan  

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

C. SISTEMATIKA LAPORAN
 

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 

Pengadilan Negeri Sinabang tahun
 

Bab. I.   Pendahuluan, 

fungsi Pengadilan Negeri

Bab. II.  Perencanaan 

strategis; tujuan strategis; sasaran strategis; arah kebijakan dan 

strategis  Pengadilan Negeri

kinerja dan Perjanjian

Bab. III.  Akuntabilitas Kinerja 

 A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

pengukuran kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

B. Realisasi Anggaran
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LAPORAN 

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 

Sinabang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, Menguraikan latar belakang; kedududkan, tugas dan 

Pengadilan Negeri Sinabang; dan struktur organisasi.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan 

strategis; tujuan strategis; sasaran strategis; arah kebijakan dan 

Pengadilan Negeri Sinabang; indikator kinerja utama; rencana 

Perjanjian kinerja. 

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir; 

  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi;

 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan; 

 Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran;

 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 

adalah sebagai berikut: 

g; kedududkan, tugas dan 

Sinabang; dan struktur organisasi. 

Menguraikan mengenai rencana 

strategis; tujuan strategis; sasaran strategis; arah kebijakan dan 

Sinabang; indikator kinerja utama; rencana 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

engan tahun lalu dan beberapa tahun 

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

urunan kinerja serta alternatif solusi yang 

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran; 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Pada sub bab ini diuraika

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab.IV.  Penutup, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 

 

Lampiran-lampiran. 
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Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Penutup, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

n realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

Penutup, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan 

Sinabang Tahun 2022 dan 

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

BAB II
 

A. RENCANA STRATEGIS
 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan untuk m

dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja 

kebijakan dan program Mahkamah Agung di

berbasis kinerja. Rencana Strategis 

2024 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah 

Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan 

untuk memberikan gambaran subtansi mengenai recana Strategis 

Negeri Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi. 

Visi Pengadilan Negeri

Sinabang yang Agung’

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang 

ingin diwujudkan di 

Adapun makna dari perkataan visi 

adalah: 

a) Pengadilan Negeri

peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan 

di ibu kota kabupaten S

hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

b) Makna Agung men

yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja 

yang mencari keadila
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 

Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan 

undangan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas 

dan fungsi yang diamanahkan. 

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sinabang dengan arah 

kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan 

. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 20

mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah 

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri

untuk memberikan gambaran subtansi mengenai recana Strategis 

Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pengadilan Negeri Sinabang adalah ‘ Terwujudnya 

Sinabang yang Agung’. 

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang 

ingin diwujudkan di Pengadilan Negeri Sinabang. 

Adapun makna dari perkataan visi Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri Sinabang menunjukan lembaga peradilan dilingkungan 

peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan 

kota kabupaten Simeulue, dan berada di bawah naungan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. 

Makna Agung mengandung arti besar, mulia, luhur 

yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja 

yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sinabang.
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

20-2024 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang 

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan 

encapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas 

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

Sinabang dengan arah 

mana pelaksanaan dan perencanaan 

Sinabang tahun 2020-

mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah 

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri Sinabang, 

untuk memberikan gambaran subtansi mengenai recana Strategis Pengadilan 

Terwujudnya Pengadilan Negeri 

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang 

 Sinabang tersebut 

enunjukan lembaga peradilan dilingkungan 

peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan 

imeulue, dan berada di bawah naungan wilayah 

g arti besar, mulia, luhur memiliki kedudukan 

yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja 

Sinabang. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

Untuk mencapai Visi 

mencapai apa yang menjadi Visi 

dari Pengadilan Negeri

1. Menjaga kemandirian

2. Memberikan 

keadilan; 

3. Meningkatkan

Kelas II; 

4. Meningkatkan

Sinabang Kelas

 
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan 

Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh 

2020-2024 adalah

a. Mewujudkan 

hukum yang bersih, 

yang sederhana, cepat, 

b. Mewujudkan peningkatan ku

keadilan.  

c. Mewujudkan kepastian hukum

Ada 4 (empat) sasaran 

(Renstra) 2020-

berikut : 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan 

kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama 

tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :
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Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang akan dijalankan guna 

mencapai apa yang menjadi Visi Pengadilan Negeri Sinabang

Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut : 

kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang Kelas

 pelayanan hukum yang berkeadilan 

gkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan

Kelas II; 

Tujuan Dan Sasaran Strategis 

dan misi yang telah ditetapkan  tersebut, 

Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri

adalah : 

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembag

hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan 

sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik

kepastian hukum. 

) sasaran kinerja yang menjadi prioritas 

-2024, adapun sasaran kinerja tersebut adalah sebagai 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan 

a tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama 

dapat dideskripsikan sebagai berikut ini : 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Misi yang akan dijalankan guna 

Sinabang, adapun Misi 

 

Kelas II; 

 kepada pencari 

Negeri Sinabang 

Pengadilan Negeri 

misi yang telah ditetapkan  tersebut, Pengadilan Negeri 

Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima 

Pengadilan Negeri Sinabang tahun 

agai lembaga Penegak 

berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan 

akuntabel dan modern. 

alitas pelayanan publik terhadap pencari 

 Rencana Strategis 

tersebut adalah sebagai 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan. 

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan 

a tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

Tabel 1 : Sasaran Strategis

No Tujuan 

1 Mewujudkan 
Pengadilan Negeri 
Sinabang sebagai 
lembaga Penegak 
hukum yang bersih, 
berwibawa dengan 
diterapkannya 
sistem peradilan 
yang sederhana, 
cepat, transparan 
dan akuntabel. 
 

1) 
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: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran kinerja Indikator kinerja utama

 Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 

a. Persentase perkara
Perdata yang 
diselesaikan tepat 
waktu. 

b. Persentase perkara
pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu. 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

dan Indikator Kinerja Utama 

ator kinerja utama Penjelasan indikator 
kinerja utama 

Persentase perkara 
Perdata yang 
diselesaikan tepat 

Indikator ini mengukur 
penyelesaian perkara 
perdata yang 
diselesaikan tepat 
waktu. Perkara 
perdata yang tepat 
waktu pada tahun 
berjalan 
memperhatikan SEMA 
nomor 2 tahun 2014 
tanggal 13 Maret 2014 
tentang penyelesaian 
perkara di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan 
Tingkat Banding pada 
4 (empat) lingkungan 
Peradilan, dinyatakan 
bahwa penyelesaian 
perkara pada 
pengadilan tingkat 
banding paling lambat 
dalam jangka waktu 3 
bulan. Tenggang 
waktu tersebut sudah 
termasuk 
penyelesaian minutasi 
berkas perkara. 
Minutasi 
mempedomani surat 
Dirjen Badilum Nomor 
486/Dju/HM.02.3/4/20
21 Tanggal 28 April 
2021 Perihal 
Pengendalian 
Penyelesaian Minutasi 
dan Pemberkasan 
Perkara.  
 

Persentase perkara 
yang 

diselesaikan tepat 

Mengukur perkara 
Pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu. Perkara Pidana 
yang tepat waktu pada 
bulan berjalan 
memperhatikan SEMA 
nomor 2 tahun 2014 
tanggal 13 maret 2014 
tentang penyelesaian 
perkara di Pengadilan 
tingkat pertamadan 
tingkat banding pada 4 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.
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c. Persentase jumlah 
putusan yang 
menggunakan 
pedekatan restoratif.

d. Persentase perkara 
yang tidak 
melakukan upaya 
hukum banding 

e. Persentase perkara 
yang tidak 
melakukan upaya 
hukum Kasasi 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

(empat) lingkungan 
peradilan, dinyatakan 
bahwa penyelesaian 
perkara pada 
pengadilan pertama 
paling lambat dalam 
jangka waktu 3 bulan, 
tenggang waktu 
tersebut sudah 
termasuk 
penyelesaian minutasi 
berkas perkara.   
 

Persentase jumlah 
putusan yang 

pedekatan restoratif. 

Mengukur perkara 
yang diputus dengan 
menggunakan 
pendekatan restoratif 
 

Persentase perkara Mengukur jumlah 
perkara telah diputus 
pada tingkat pertama 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding. 
Banding dalah salah 
satu upaya hukum 
biasa yang dapat 
diminta oleh salah 
satu atau kedua belah 
pihak terhadap suatu 
putusan Pengadilan 
tingkat pertama. 
Banding dapat 
diajukan bila masih 
merasa belum puas 
dengan isi putusan 
Pengadilan tingkat 
pertama kepada 
Pengadilan Tinggi. 
 

Persentase perkara 
yang tidak 
melakukan upaya 

Mengukur jumlah 
perkara telah diputus 
pada tingkat banding 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum kasasi. kasasi 
dalah salah satu 
upaya hukum biasa 
yang dapat diminta 
oleh salah satu atau 
kedua belah pihak 
terhadap suatu 
putusan Pengadilan 
tingkat banding. 
kasasi dapat diajukan 
bila masih merasa 
belum puas dengan isi 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.
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f. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
diversi 

g. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan. 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

putusan Pengadilan 
tingkat banding 
kepada Mahkamah 
Agung. 

Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 

Mengukur jumlah 
perkara Diversi yang 
dinyatakan berhasil. 
Perkara diversi adalah 
perkara pidana anak 
yang diputus dengan 
penetapan diversi. 
Pelaksanaan diversi 
merujuk pada 
peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 4 tahun 
2014 tentan Pedoman 
Pelaksanaan Diversi 
dalam sistem 
peradilan anak. 

Index responden 
pencari keadilan 

puas terhadap 
 

Mengukur mutu 
kinerja pelayanan 
peradilan Pengadilan 
Negeri Sinabang 
dalam memberikan 
pelayanan publik 
kepada masyarakat 
Pencari keadilan. 
Indeks ini didapt dari 
hasil survey yang 
dilakukan oleh 
kepaniteraan 
berdasarkan 
PERMENPAN nomor 
14 tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Survey Kepuasan 
Masyarkat unit 
penyelenggara 
pelayanan publik, 
variabel 
pengukurannya 
adalah : persyaratan 
pelayanan, prosedur 
pelayanan, waktu 
pelayanan, biaya/tarif 
pelayanan, produk 
spesifikasi jenis 
layanan, kompetensi 
pelaksana, perilaku 
pelaksana, 
penanganan 
pengaduan dan 
sarana prasarana. 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 Mewujudkan 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik terhadap 
pencari keadilan. 

2) 
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 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara  

a. Persentase salinan 
Putusan perdata Yang 
Diterima Oleh para 
pihak Tepat Waktu, 

b. Persentase salinan 
Putusan Pidana Yang 
Diterima Oleh para 
pihak Tepat Waktu 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

15 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Persentase salinan 
Putusan perdata Yang 
Diterima Oleh para 

Mengukur jumlah 
salinan putusan perkara 
perdata yang dikirim ke 
para pihak tepat waktu 
dengan berpedoman 
dengan pada Surat 
Edaran Mahkamah 
Agung No.01 Tahun 
2011 tentang 
Penyampaian Salinan 
dan Petikan Putusan dan  
Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung 
Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 
tentang standar 
pelayanan peradilan, 
serta SOP Penyelesaian 
Perkara Perdata dari 
Dirjen Badilum Nomor 
354/DJU/OT.01.3/3/202
21 Tanggal 31 Maret 
2022 dan pada surat 
Dirjen Badilum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/20
21 tanggal 28 april 2021 
perihal Pengendalian 
Penyelesaian Minutasi 
dan pemberkasan 
perkara . 
 

Persentase salinan 
Putusan Pidana Yang 
Diterima Oleh para 

Mengukur jumlah 
salinan putusan perkara 
Pidana yang dikirim ke 
para pihak tepat waktu 
dengan berpedoman 
dengan pada Surat 
Edaran Mahkamah 
Agung No.01 Tahun 
2011 tentang 
Penyampaian Salinan 
dan Petikan Putusan dan  
Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung 
Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 
tentang standar 
pelayanan peradilan, 
serta SOP Penyelesaian 
Perkara Perdata dari 
Dirjen Badilum Nomor 
354/DJU/OT.01.3/3/202
21 Tanggal 31 Maret 
2022 dan pada surat 
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  Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan
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c. Persentase Perkara 
perdata  yang 
Diselesaikan melalui 
Mediasi . 

Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 
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Dirjen Badilum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/20
21 tanggal 28 april 2021 
perihal Pengendalian 
Penyelesaian Minutasi 
dan pemberkasan 
perkara. 

Persentase Perkara 
perdata  yang 
Diselesaikan melalui 

Mengukur jumlah 
perkara perdata yang 
diselasaikan melalui 
Mediasi, perkara yang 
dimediasi adalah  
perakara perdata 
gugatan yang masuk 
pada tahun berjalan. 
Prosedur mediasi 
merujuk ke PERMA 
nomor 1 tahun 2016 
tentang prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 

Persentase Perkara Mengukur jumlah 
perkara prodeo yang 
diselesaikan. Prodeo 
adalah layanan hukum 
berupa pembebasan 
biaya perkara bagi 
masyarakat yang tidak 
mampu.  Pemberian 
layanan hukum 
prodeo merujuk pada 
PERMA nomor 1 
tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak 
Mampu. 

Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 

Mengukur jumlah 
perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan. 
Perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung pengadilan 
adalah perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung kantor 
Pengadilan (zetting 
plaatz sidang keliling 
maupun gedung-
gedung lainnya). 
Sidang diluar gedung 
pengadilan merujuk 
pada PERMA nomor 1 
tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian 
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3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program y

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program. 

   

3 Mewujudkan 
kepastian hukum 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan
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Kegiatan Pokok. 

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 
 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

ang dilaksanakan oleh satu 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak 
Mampu  di 
Pengadilan. 

Persentase Pencari Mengukur jumlah 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan batuan hukum 
(POSBAKUM). 
Golongan tertentu 
adalah setiap orang 
atau kelompok orang 
yang tidak mampu 
secara ekonomi  dan 
atau tidak memiliki 
akses pada informasi 
konsultasi hukum 
yang memerlukan 
layanan hukum. 
Layanan bantuan 
hukum merujuk pada 
PERMA nomor 1 
tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak 
Mampu  di 
Pengadilan. 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 

Mengukur jumlah 
putusan perkara  yang  
dieksekusi. Perkara 
yang dimohonkan 
eksekusi adalah 
permohonan eksekusi 
terhadap perkara yang 
telah berkekuatan 
hukum tetap yang 
diajukan pihak ditahun 
berjalan dan ditindak 
lanjuti dengan 
aanmaning, sita 
eksekusi, lelang dan 
pengosongan 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran 

ditetapkan program dan kegiatan yang menduku

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

dijelaskan pada penjelesan sebagai berikut:

 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penega

tugas utama dan fungsi utama (mandatory) 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan 

sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara secara sed

transparan, dan aku

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal;

4. Meningkatnya Kualitas SDM

Sasaran program

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

yaitu dengan:

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;

b. Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka 

perkara 

c. Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna 

layanan 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu 

dengan: 

a. Penguatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju 

tepat waktu;

3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal.
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri

program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program tersebut 

dijelaskan pada penjelesan sebagai berikut: 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan 

tugas utama dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan 

sasaran program sebagai berikut: 

Meningkatnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, 

transparan, dan akuntabel di Pengadilan Negeri Sinabang

Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal; 

Meningkatnya Kualitas SDM; 

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu:

Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

yaitu dengan: 

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu; 

Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka 

perkara yang diajukan upaya hukum banding; 

Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna 

layanan Pengadilan Negeri Sinabang; 

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu 

Penguatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju 

tepat waktu; 

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal. 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

18 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Pengadilan Negeri Sinabang, perlu 

ng pelaksanaan tugas-tugas 

Adapun program tersebut 

kan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan 

Mahkamah Agung, yaitu 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan 

erhana, tepat waktu, 

Sinabang; 

Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu: 

Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

 

Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka 

 

Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna 

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu 

Penguatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju 

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke

kepaniteraan dan kesekretariatan.

4. Peningkatan Kualitas SDM.

a. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparat 

dapat mengikuti Bimtek

Sasaran strategis ini merupakan t

publik atas layanan peradilan. 

peningkatan manajemen peradilan umum.

 Program Dukungan Manajemen

Program ini bersifat umum, dan dimiliki oleh selu

pendukung (generik) yang ditujukan untuk memas

diperlukan dalam melaksanakan tusi utama 

menerima, memeriksa, dan
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Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke

kepaniteraan dan kesekretariatan. 

Peningkatan Kualitas SDM. 

Memberikan kesempatan kepada seluruh aparat 

dapat mengikuti Bimtek. 

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya 

publik atas layanan peradilan. Program ini dijabarkan menjadi 

peningkatan manajemen peradilan umum. 

Program Dukungan Manajemen 

Program ini bersifat umum, dan dimiliki oleh seluruh K/L. Program ini merupakan 

pendukung (generik) yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang 

diperlukan dalam melaksanakan tusi utama Pengadilan Negeri

menerima, memeriksa, dan memutus perkara. 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke pada pada bagian 

Memberikan kesempatan kepada seluruh aparat peradilan untuk 

urunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan 

Program ini dijabarkan menjadi kegiatan 

ruh K/L. Program ini merupakan 

tikan terciptanya kondisi yang 

Pengadilan Negeri Sinabang, yaitu 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

B. RENCANA KINERJA TAHUN
 

Rencana kinerja tahun 2022 
implementasi rencana pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Negeri Sinabang dan juga merupakan re
Rencana Strategis (Renstra) 

Tabel 

No. Sasaran Strategis

1.   Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.   

10.   

11.   

12.   

13.    

14.    

15.    
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RENCANA KINERJA TAHUN 2022 

Rencana kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang
implementasi rencana pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dan juga merupakan rencana tahapan tahun ketiga dari 
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 

Persentase Sisa Perkara Perdata yang 
Diselesaikan 

Persentase sisa perkara Perdata 
Khusus yang diselesaikan 
Persentase Sisa Perkara Pidana yang 
Diselesaikan 
Persentase Sisa Perkara Pidana 
Khusus yang Diselesaikan 
Persentase Perkara Perdata yang 
Diselesaikan Tepat Waktu 
Persentase Perkara Perdata Khusus 
yang diselesaikan Tepat Waktu 
Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan tepat waktu 
Persentase perkara Pidana Khusus 
yang Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase penurunan sisa perkara 
perdata 
Persentase penurunan sisa perkara 
perdata khusus 
Persentase penurunan sisa perkara 
pidana 
Persentase penurunan sisa perkara 
pidana khusus 
Persentase Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum 
Peninjauan Kembali 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Sinabang merupakan 
implementasi rencana pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan 

ncana tahapan tahun ketiga dari 
Tahun 2020-2024. 

Target % 

Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100% 

Persentase sisa perkara Perdata 0 

Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100% 

Persentase Sisa Perkara Pidana 100% 

Persentase Perkara Perdata yang 100% 

Persentase Perkara Perdata Khusus 
 

0 

Persentase perkara pidana yang 100% 

Persentase perkara Pidana Khusus 
yang Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 

Persentase penurunan sisa perkara 25 

Persentase penurunan sisa perkara 0 

Persentase penurunan sisa perkara 0 

Persentase penurunan sisa perkara 25 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 
75% 

Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

75% 

75% 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

16.    

17.    

18.   Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.   Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

24.    

25.    

26.   Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan Pengadilan

 

Rencana kinerja tahun 2022 mengalami 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomo

tentang Penetapan Indikator Kiner

dan Pengadilan Tingkat Pertam

Revisi IKU tahun 2022 yaitu pengurangan ind

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 

Persentase Salinan Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim kepada Para 
Pihak tepat waktu 
Persentase Salinan Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim kepada Para 
Pihak Tepat Waktu 
Persentase Perkara yang 
Diselesaikan Melalui Mediasi 
Persentase Berkas Perkara yang 
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 
yang Diajukan Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 
Persentase Putusan Perkara yang 
Menarik Perhatian Masyarakat yang 
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus 

Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 

Persentase Perkara Prodeo yang 
Diselesaikan 

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 
Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Rencana kinerja tahun 2022 mengalami revisi sehubungan dengan Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan 

dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Revisi IKU tahun 2022 yaitu pengurangan indikator penurunan sisa perkara, 

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dan 

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 
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Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan Diversi 

10 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 90% 

Persentase Salinan Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim kepada Para 

100% 

Persentase Salinan Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim kepada Para 

100% 

10% 

Persentase Berkas Perkara yang 
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 
yang Diajukan Secara Lengkap dan 

100% 

Persentase Putusan Perkara yang 
Menarik Perhatian Masyarakat yang 
Dapat Diakses Secara Online dalam 

100% 

Persentase Perkara Prodeo yang 0 

0 

Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

100% 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

100% 

revisi sehubungan dengan Surat Keputusan 

r 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 

ja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding 

Republik Indonesia. 

ikator penurunan sisa perkara, 

hukum peninjauan kembali, dan 

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Tabel 

No SASARAN STRATEGIS

1.  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

9.  

10.  
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Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 
akuntabel 

Persentase 
perkara perdata 
yang diselesaikan 
tepat waktu
Persentase 
perkara pidana 
yang diselesaikan 
tepat waktu
Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restoratif 
Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding
Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi
Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 
Indeks persepsi  
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan

Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Persentase salinan 
putusan perkara 
perdata yang 
dikirim kepada 
para pihak tepat 
waktu 
Persentase salinan 
putusan perkara 
pidana yang 
dikirim kepada 
para pihak tepat 
waktu 
Persentase 
perkara yang
diselesaikan 
melalui Mediasi
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INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 

Persentase 
perkara perdata 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 

Persentase 
perkara pidana 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 

Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 

1% 

Persentase Perkara 

Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

75% 

Persentase Perkara 

Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

75% 

Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 

10% 

Indeks persepsi  
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90% 

Persentase salinan 
putusan perkara 
perdata yang 
dikirim kepada 
para pihak tepat 

 
100% 

Persentase salinan 
putusan perkara 
pidana yang 
dikirim kepada 
para pihak tepat 

100% 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

11.  Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat 
miskin dan terpinggirkan

12.  

13.  

14.  Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan 
Pengadilan 
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Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

Persentase 
Perkara Prodeo 
yang Diselesaikan
Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan
Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu 
yang Mendapat 
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum)

Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)
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Persentase 
Perkara Prodeo 
yang Diselesaikan 

N/A 

Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

N/A 

Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu 
yang Mendapat 
Layanan Bantuan 

(Posbakum) 

100% 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 



  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Instansi : Pengadilan Negeri Sinabang
Visi  :  Terwujudnya Pengadilan Negeri
Misi  : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan 
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi 

No Program/Kegiatan 
Sasaran 
program 

Indikator 
Kinerja 

Program 
penegakan dan 
pelayanan hukum 

Mewujudkan 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan, 
dan 
Akuntabel 

Persentase 
Sisa Perkara 
Perdata 
yang 
Diselesaikan
Persentase 
Sisa Perkara 
Perdata 
khusus yang 
Diselesaikan
Persentase 
Sisa Perkara 
Pidana yang 
Diselesaikan
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Sinabang 
Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung. 

Pengadilan Negeri Sinabang. 
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang. 
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sinabang.

Indikator 
 

Target 
2020 2021 202

2 
202

3 
2024 2020 2021 

Persentase 
Sisa Perkara 

Diselesaikan 

100% 100% IKU di hapuskan 33.300.000,
- 

31.326.000,- 

Persentase 
Sisa Perkara 

khusus yang 
Diselesaikan 

- 0 IKU di hapuskan   

Persentase 
Sisa Perkara 
Pidana yang 
Diselesaikan 

100% 100% IKU di hapuskan   
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Alokasi Dana 
2022 2023 2024 

 33.950.000,- 35.700.000,- 36.000.000,- 

   

   



  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

  Persentase 
Sisa Perkara 
Pidana 
khusus yang 
Diselesaikan
Persentase 
Perkara 
Perdata 
yang 
Diselesaikan 
Tepat 
Waktu 
Persentase 
Perkara 
Perdata 
khusus yang 
Diselesaikan 
Tepat 
Waktu 
Persentase 
perkara 
pidana yang 
diselesaikan 
tepat waktu
Persentase 
perkara 
pidana 
khusus yang 
diselesaikan 
tepat waktu
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Persentase 
Sisa Perkara 
Pidana 
khusus yang 
Diselesaikan 

100% 100% IKU di hapuskan   

Persentase 
Perkara 
Perdata 

Diselesaikan 

 

100% 100% 100% 100% 100%   

Persentase 
Perkara 
Perdata 
khusus yang 
Diselesaikan 

 

- 0 IKU di hapuskan  

Persentase 
perkara 
pidana yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100%   

Persentase 
perkara 
pidana 
khusus yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

- 100% IKU di hapuskan   
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
perdata
Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
perdata 
khusus
Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
pidana
Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
pidana 
khusus
Jumlah 
putusan 
yang 
menggunak
an 
pendekatan 
keadilan 
restoratif
Persentase 
Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 
Banding
Persentase 
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Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
perdata 

25 25 IKU di hapuskan   

Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
perdata 
khusus 

0 0 IKU di hapuskan   

Persentase 
penurunan 
sisa perkara 

 

25 25 IKU di hapuskan   

Persentase 
penurunan 
sisa perkara 
pidana 
khusus 

0 0 IKU di hapuskan   

Jumlah 
putusan 

menggunak

pendekatan 
keadilan 
restoratif 

IKU Belum ada.  1% 1% 1%   

Persentase 
Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 
Banding 

70% 75% 75% 65% 65%   

Persentase 70% 75% 75% 75% 75%   
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Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 
Kasasi 
Persentase 
perkara 
yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 
Peninjauan 
Kembali
Persentase 
Perkara 
Pidana Anak 
yang 
Diselesaikan 
dengan 
Diversi
Index 
Kepuasan 
Pencari 
Keadilan

(Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Perdata 
yang dikirim 
kepada Para 
Pihak tepat 
waktu 
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Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 

 
Persentase 
perkara 
yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya 
Hukum 
Peninjauan 
Kembali 

70% 75% IKU di hapuskan   

Persentase 
Perkara 
Pidana Anak 

Diselesaikan 
dengan 

 

10% 10% 10% 10% 10%   

Kepuasan 
Pencari 
Keadilan 

90% 90% 90% 90% 90%   

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Perdata 
yang dikirim 
kepada Para 
Pihak tepat 

 

100% 100% 100% 100% 100%   
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Pidana yang 
dikirim 
kepada Para 
Pihak Tepat 
Waktu 
Persentase 
Perkara 
yang 
Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi
Persentase 
Berkas 
Perkara 
yang 
Dimohonka
n Banding, 
Kasasi, dan 
PK yang 
Diajukan 
Secara 
Lengkap dan 
Tepat 
Waktu 
Persentase 
Putusan 
Perkara 
yang 
Menarik 
Perhatian 
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Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Pidana yang 
dikirim 
kepada Para 
Pihak Tepat 

 

100% 100% 100% 100% 100%   

Persentase 
Perkara 

Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi 

20% 10% 10% 10% 10%   

Persentase 
Berkas 
Perkara 

Dimohonka
n Banding, 
Kasasi, dan 
PK yang 
Diajukan 
Secara 
Lengkap dan 

 

100% 100% 100% 100% 100%   

Persentase 
Putusan 
Perkara 

Menarik 
Perhatian 

100% 100% Iku dihapuskan   
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Masyarakat 
yang Dapat 
Diakses 
Secara 
Online 
dalam 
Waktu 1 
Hari Setelah 
Putus 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya/prodeo 
 

Meningkatny
a Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan
Persentase 
Perkara 
yang 
Diselesaikan 
di Luar 
Gedung 
Pengadilan
Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu 
yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum)

Persentase putusan 
perkaramperdata 
yang ditindaklanjuti 

Meningkatny
a Kepatuhan 
terhadap 

Persentase 
Putusan 
Perkara 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Penga

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Masyarakat 
yang Dapat 
Diakses 
Secara 
Online 

Waktu 1 
Hari Setelah 

 
Persentase 
Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

0 0 0 0 0  

Persentase 
Perkara 

Diselesaikan 
di Luar 
Gedung 
Pengadilan 

0 0 0 0 0  

Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu 

Mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100%   

Persentase 
Putusan 
Perkara 

100% 100% 100% 100% 100%   
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Putusan 
Pengadilan 

Perdata 
yang 
Ditindak 
lanjuti 
(Dieksekusi)
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Perdata 

Ditindak 
lanjuti 
(Dieksekusi) 
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri

kebijakan Mahkamah Agung dan arah kebijakan 

rangka penggunaan anggaran tahun 2022. Revisi perjanjian kinerja Tahun 2022 

dilaksanakan sehubungan dengan

Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan su

Pengawasan Mahkamah Agung RI No 1134/BP/OT.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 

2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disinkronkan dengan indikator kinerja 

utama tersebut serta menambahkan sasaran sebagai pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dan target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2022, maka 

dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 

No SASARAN STRATEGIS

1.  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel

2.  

3.  

4.  

5.  
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KINERJA TAHUN 2022. 

Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022 berpedoman pada 

kebijakan Mahkamah Agung dan arah kebijakan Pengadilan Negeri

angka penggunaan anggaran tahun 2022. Revisi perjanjian kinerja Tahun 2022 

dilaksanakan sehubungan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan su

Pengawasan Mahkamah Agung RI No 1134/BP/OT.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 

2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disinkronkan dengan indikator kinerja 

a menambahkan sasaran sebagai pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dan target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2022, maka 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

Persentase 
perkara perdata 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
Persentase 
perkara pidana 
yang diselesaikan 
tepat waktu 
Jumlah putusan 
yang menggunakan 
pendekatan 
keadilan restoratif
Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding
Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi
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Tahun 2022 berpedoman pada 

Pengadilan Negeri Sinabang dalam 

angka penggunaan anggaran tahun 2022. Revisi perjanjian kinerja Tahun 2022 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan surat Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI No 1134/BP/OT.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 

2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disinkronkan dengan indikator kinerja 

a menambahkan sasaran sebagai pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dan target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2022, maka 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 

perkara perdata 
yang diselesaikan 

 

100% 

perkara pidana 
yang diselesaikan 

 

100% 

Jumlah putusan 
menggunakan 

keadilan restoratif 

1% 

Persentase Perkara 

Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

75% 

Persentase Perkara 

Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

75% 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

6.  

7.  

8.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara

9.  

10.  

11.  Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat 
miskin dan terpinggirkan

12.  

13.  

14.  Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan 
Pengadilan 

 

Guna tercapainya target kinerja dalam 

dukungan ketersediaan anggaran yang m

sebagai berikut : 
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Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 
Indeks persepsi  
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Persentase 
salinan putusan 
perkara perdata 
yang dikirim 
kepada para pihak 
tepat waktu 
Persentase 
salinan putusan 
perkara pidana 
yang dikirim 
kepada para pihak 
tepat waktu 
Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui Mediasi

Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

Persentase 
Perkara Prodeo 
yang Diselesaikan
Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 
Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum)

Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)

Guna tercapainya target kinerja dalam Perjanjian kinerja tahun 

ketersediaan anggaran yang memadai, adapun anggaran tahun 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

32 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 

10% 

Indeks persepsi  
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90% 

salinan putusan 
perkara perdata 
yang dikirim 
kepada para pihak 

 

 
100% 

salinan putusan 
perkara pidana 
yang dikirim 
kepada para pihak 

 

100% 

perkara yang 
diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 

Perkara Prodeo 
yang Diselesaikan 

N/A 

Perkara yang 
Diselesaikan di 
Luar Gedung 

 

N/A 

Pencari Keadilan 

Tertentu yang 

Layanan Bantuan 

(Posbakum) 

100% 

Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 

kinerja tahun 2022 tidak terlepas 

emadai, adapun anggaran tahun 2022 adalah 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
 

D. PENGUKURAN KINERJA
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur menggunakan indikator kinerja 
utama (IKU). Kontrak kine
strategis dan 14  Indikator Kinerja Utama
 
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses 

dan Akuntabel. 
 
Pengadilan Negeri

pidana dan perkara dan perkara perdata di tingkat pertama. Proses peradilan 

yang pasti, transparan dan akuntabel Undang

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas 

mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang 

mengarah pada prinsip kerja yang efekti

pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan 

memprioritaskan percepatan penyelesaian 

tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Sasaran strategis ini b

layanan peradilan.  Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur 

melalui IKU: 

a. IKU I.a Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan 

memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama d

pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian 

perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 
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anajemen dan Pelaksanaan 
eknis Lainnya Mahkamah Agung. 

Rp. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah Agung. 

Rp. 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Rp. 

KINERJA. 
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur menggunakan indikator kinerja 
utama (IKU). Kontrak kinerja Pengadilan Negeri Sinabang terdiri dari 4 sasaran 

ndikator Kinerja Utama. 

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan 

Pengadilan Negeri Sinabang bertugas dan berwenang mengadili perkara 

pidana dan perkara dan perkara perdata di tingkat pertama. Proses peradilan 

yang pasti, transparan dan akuntabel Undang-Undang Nomor 48 Tah

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas 

mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang 

mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program 

pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan 

itaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan 

tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan publik atas 

layanan peradilan.  Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur 

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan 

memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama d

pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian 

perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 
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3.884.886.000,- 

  10.000.000,- 

  33.950.000,- 

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur menggunakan indikator kinerja 
terdiri dari 4 sasaran 

Peradilan Yang Pasti, Transparan 

Sinabang bertugas dan berwenang mengadili perkara 

pidana dan perkara dan perkara perdata di tingkat pertama. Proses peradilan 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas 

mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang 

f dan efisien. Maka program 

pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan 

perkara dan pengurangan 

tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

ertujuan untuk mewujudkan kepercayaan publik atas 

layanan peradilan.  Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur 

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan 

memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian 

perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi 

berkas perkara. Minutasi me

486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian 

Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

b. IKU I.b Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Mengukur perkara Pidana yang diselesaikan

yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 

2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan 

tingkat pertamadan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 

dinyatakan bahw

lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah 

termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

c. IKU I.c Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif.
Mengukur perkara 

restorative. 

 
d. IKU I.d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat pertama yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding. Banding dalah salah satu 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap 

suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan bila 

masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama 

kepada Pengadilan Tinggi.

e. IKU I.e Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi. kasasi dalah salah satu upaya hukum 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua bel

suatu putusan Pengadilan tingkat banding. kasasi dapat diajukan bila masih 

merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding kepada 

Mahkamah Agung.

f. IKU I.f Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
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3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi 

berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 

486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian 

Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Mengukur perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana 

yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 

2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan 

tingkat pertamadan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 

dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan pertama paling 

lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah 

termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. 

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif.
Mengukur perkara yang diputus dengan menggunakan pendekata

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat pertama yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding. Banding dalah salah satu 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap 

suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan bila 

masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama 

kepada Pengadilan Tinggi. 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi. kasasi dalah salah satu upaya hukum 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua bel

suatu putusan Pengadilan tingkat banding. kasasi dapat diajukan bila masih 

merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding kepada 

Mahkamah Agung. 

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
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3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi 

mpedomani surat Dirjen Badilum Nomor 

486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian 

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. 

tepat waktu. Perkara Pidana 

yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 

2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan 

tingkat pertamadan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 

a penyelesaian perkara pada pengadilan pertama paling 

lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah 

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif. 
s dengan menggunakan pendekatan 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. 

Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat pertama yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding. Banding dalah salah satu upaya hukum 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap 

suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan bila 

masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 
Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi. kasasi dalah salah satu upaya hukum 

biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap 

suatu putusan Pengadilan tingkat banding. kasasi dapat diajukan bila masih 

merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding kepada 

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. 
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Mengukur jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. Perkara diversi 

adalah perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. 

Pelaksanaan diversi merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

tahun 2014 tentan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem p

anak. 

 
g. IKU I.g Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan. 

Mengukur mutu kinerja pelayanan peradilan 

dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pencari keadilan. 

Indeks ini didapt dari

berdasarkan PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarkat unit penyelenggara pelayanan 

publik, variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, prosedur 

pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis 

layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan 

pengaduan dan sarana prasarana.

2. Sasaran strategis 2.  
Perkara; 
Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai 

sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga 

pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Proses Minutasi 

adalah proses penyusunan putusan (termas

oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan 

penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta 

publikasi putusan. Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital d

bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal 

reasoning dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. 

Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para 

pihak ketika hendak mengajukan upa

menyusun memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat banding. Atas hal 
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umlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. Perkara diversi 

adalah perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. 

Pelaksanaan diversi merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

tahun 2014 tentan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem p

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

Mengukur mutu kinerja pelayanan peradilan Pengadilan Negeri

dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pencari keadilan. 

Indeks ini didapt dari hasil survey yang dilakukan oleh kepaniteraan 

berdasarkan PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarkat unit penyelenggara pelayanan 

publik, variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, prosedur 

ktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis 

layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan 

pengaduan dan sarana prasarana. 

Sasaran strategis 2.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai 

sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga 

pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Proses Minutasi 

adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan 

oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan 

penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta 

publikasi putusan. Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital d

bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal 

reasoning dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. 

Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para 

pihak ketika hendak mengajukan upaya hukum. Sebab, bahan utama dalam 

menyusun memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat banding. Atas hal 
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umlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. Perkara diversi 

adalah perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. 

Pelaksanaan diversi merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

tahun 2014 tentan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan 

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Negeri Sinabang 

dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pencari keadilan. 

hasil survey yang dilakukan oleh kepaniteraan 

berdasarkan PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarkat unit penyelenggara pelayanan 

publik, variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, prosedur 

ktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis 

layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai 

sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga 

pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Proses Minutasi 

uk petikan putusan) yang dilakukan 

oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan 

penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta 

publikasi putusan. Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital dalam 

bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal 

reasoning dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. 

Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para 

ya hukum. Sebab, bahan utama dalam 

menyusun memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat banding. Atas hal 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

tersebut, sudah seyogyanya salinan putusan sampai kepada para pihak yang 

bersengketa dalam waktu yang sesingkat

 
a. IKU II.a Persentase

Tepat Waktu. 
Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para 

pihak tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salina

Petikan Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirj

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara

 
b. IKU. II.b Persentase salinan Putusan Pidana Yang Diterima Oleh para pihak 

Tepat Waktu. 

Mengukur jumlah salinan putusan perkar

tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pe

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen 

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi da

c. IKU.II.c Persentase Perkara perdata  yang Diselesaikan melalui Mediasi

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Mediasi, 

perkara yang dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada 

tahun berjalan. Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 

tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
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tersebut, sudah seyogyanya salinan putusan sampai kepada para pihak yang 

bersengketa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Persentase salinan Putusan perdata Yang Diterima Oleh para pihak 

Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para 

pihak tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salina

Petikan Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirj

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara

Persentase salinan Putusan Pidana Yang Diterima Oleh para pihak 

Mengukur jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke para pihak 

tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen 

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara .

Persentase Perkara perdata  yang Diselesaikan melalui Mediasi

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Mediasi, 

perkara yang dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada 

Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 

tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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tersebut, sudah seyogyanya salinan putusan sampai kepada para pihak yang 

salinan Putusan perdata Yang Diterima Oleh para pihak 

Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para 

pihak tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan 

Petikan Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen 

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. 

Persentase salinan Putusan Pidana Yang Diterima Oleh para pihak 

a Pidana yang dikirim ke para pihak 

tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

layanan peradilan, serta SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen 

Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal 

n pemberkasan perkara . 

Persentase Perkara perdata  yang Diselesaikan melalui Mediasi. 

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Mediasi, 

perkara yang dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada 

Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 
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3. Sasaran strategis 3. 
Terpinggirkan 

Pengadilan Negeri 

kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan peradilan yang 

berkeadilan dan menyentuh kepada seluruh masyarakat 

terpinggirkan dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkar

POSBAKUM dan pelaksanan persidangan diluar gedung pengadilan guna 

menjangkau masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok

a. IKU. III.a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 
Mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. 

hukum berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak 

mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu  di Pengadilan.

 
 b.   IKU. III.b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
  

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang 

diselesaikan diluar gedung kantor Pengadi

maupun gedung

pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan.

c.   IKU III.c Persentase Pencari K
      Layanan Bantuan Hukum (Posbakum

  
Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan batuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap 

orang atau kelompok orang yang tidak mampu 

tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan 

layanan hukum. Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu  di Pengadilan.
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. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

 sebagai pengadilan tingkat pertama memberikan akses 

kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan peradilan yang 

berkeadilan dan menyentuh kepada seluruh masyarakat baik yang miskin dan 

terpinggirkan dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkar

POSBAKUM dan pelaksanan persidangan diluar gedung pengadilan guna 

menjangkau masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok-pelosok daerah.

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 

Mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Prodeo adalah layanan 

hukum berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak 

mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu  di Pengadilan. 

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang 

diselesaikan diluar gedung kantor Pengadilan (zetting plaatz

maupun gedung-gedung lainnya). Sidang diluar gedung pengadilan merujuk 

pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan. 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Bantuan Hukum (Posbakum). 

Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan batuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap 

orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi  dan atau 

tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan 

layanan hukum. Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu  di Pengadilan. 
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Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

sebagai pengadilan tingkat pertama memberikan akses 

kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan peradilan yang 

baik yang miskin dan 

terpinggirkan dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, layanan 

POSBAKUM dan pelaksanan persidangan diluar gedung pengadilan guna 

pelosok daerah. 

 

Prodeo adalah layanan 

hukum berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak 

mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang 

zetting plaatz sidang keliling 

gedung lainnya). Sidang diluar gedung pengadilan merujuk 

pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Tertentu yang Mendapat 

Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan batuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap 

secara ekonomi  dan atau 

tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan 

layanan hukum. Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
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4. Sasaran Strategis 4. 

Sebagai bentuk penegakan keadilan yang memberikan rasa kepastian hukum 

pada setiap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka 

pelaksanaan eksekusi merupakan adalah upaya gu

terhadap putusan pengadilan. 

 
1. IKU. IV.a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

(dieksekusi). 

Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi. Perkara yang 

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap

telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan 

ditindak lanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan melalui pemantauan pada laporan bulanan, 

setiap triwulan untuk laporan indeks kepuasan masyarakat, dan laporan perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sedangkan untuk pemantauan 

kinerja dan pemantauan hasil evaluasi penilaian untuk satuan kerja di bawah 

Pengadilan Negeri Sinabang

rapat berkala yang dilaksanakan setiap triwulan. Pengukuran kinerja telah diformalkan 

dalam bentuk SOP. 

Selanjutnya setiap triwulan, dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pe

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kine

2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,

3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ 

sasaran, 

4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,

5. Sumber informasi bagi 

6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja

7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sebagai bentuk penegakan keadilan yang memberikan rasa kepastian hukum 

pada setiap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka 

pelaksanaan eksekusi merupakan adalah upaya guna meningkatkan kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan.  

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi. Perkara yang 

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap

telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan 

ditindak lanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan melalui pemantauan pada laporan bulanan, 

setiap triwulan untuk laporan indeks kepuasan masyarakat, dan laporan perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sedangkan untuk pemantauan 

antauan hasil evaluasi penilaian untuk satuan kerja di bawah 

Sinabang dilakukan melalui aplikasi komdanas menu e

rapat berkala yang dilaksanakan setiap triwulan. Pengukuran kinerja telah diformalkan 

ya setiap triwulan, dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh personil Pengadilan Negeri

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, 

Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,

Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ 

Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,

Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,

Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja. 

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.
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Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

Sebagai bentuk penegakan keadilan yang memberikan rasa kepastian hukum 

pada setiap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka 

na meningkatkan kepatuhan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi. Perkara yang 

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap perkara yang 

telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan 

ditindak lanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 

Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan melalui pemantauan pada laporan bulanan, 

setiap triwulan untuk laporan indeks kepuasan masyarakat, dan laporan perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sedangkan untuk pemantauan pengukuran 

antauan hasil evaluasi penilaian untuk satuan kerja di bawah 

dilakukan melalui aplikasi komdanas menu e- sakip, dan 

rapat berkala yang dilaksanakan setiap triwulan. Pengukuran kinerja telah diformalkan 

ya setiap triwulan, dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan 

Pengadilan Negeri Sinabang. 

Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja, 

Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ 

Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran, 

pimpinan dalam pengambilan kebijakan, 
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BAB III

A. CAPAIAN KINERJA. 
 

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
 

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja tahun 2022, dilakukan 

pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan 

Pengadilan Negeri

dan realisasi kinerja 

target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya 

manusia, data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja 

Pengadilan Negeri

diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, 

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka 

perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, serta 

efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran Kinerja 

kinerja, yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan 

berdasarkan kelompok 

menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat 

capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;

rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

 

 

  

 

 

                              
Capaian      =
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

Capaian Kinerja Tahun 2022 

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja tahun 2022, dilakukan 

pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan 

Pengadilan Negeri Sinabang. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target 

dan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sinabang beserta uraian rinci kinerja, 

target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya 

manusia, data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja 

Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022. Pengumpulan data kinerja 

untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, 

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka 

perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, serta 

efisiensi dan efektivitas. 

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target dan realisasi 

yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan 

berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts

menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat 

ian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;

rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

  

                              Realisasi 
Capaian      = 
                               Target  

x 100% 
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Dalam rangka penyusunan laporan kinerja tahun 2022, dilakukan 

pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan 

. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target 

beserta uraian rinci kinerja, 

target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya 

manusia, data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja 

tahun 2022. Pengumpulan data kinerja 

untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, 

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka 

perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, serta 

n perbandingan antara target dan realisasi 

yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan 

inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; 

menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat 

ian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung 

rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Perhitungan 
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Tabel 

No SASARAN STRATEGIS

1.  Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara

9.  

10.  

11.  Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
Masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 12.  
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Tabel 4 : Capaian Kinerja tahun 2022 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET  

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 

Persentase perkara 
perdata yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 

Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 

Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restorative 

1% 

Persentase Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

75% 

Persentase Perkara Yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

75% 

Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

10% 

Indeks persepsi  pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

90% 

Penyelesaian Perkara 

Persentase salinan 
putusan perkara 
perdata yang dikirim 
kepada para pihak 
tepat waktu 

100% 

Persentase salinan 
putusan perkara 
pidana yang dikirim 
kepada para pihak 
tepat waktu 

100% 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 

Meningkatnya akses 

Masyarakat miskin 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

N/A 

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di N/A 
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REALISASI CAPAIAN 

100% 100% 

100% 100% 

0 0 

68% 90% 

75% 100% 

0 0 

91 101 

100% 100% 

100% 100% 

0 0 

N/A N/A 

N/A N/A 
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13.  

14.  Meningkat nya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan

 

2. Perbandingan Capaian Kinerja.
Berikut adalah perbandinagan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja

1.   Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang Diselesaikan

2.    Persentase sisa 
perkara Perdata 
Khusus yang 
diselesaikan

3.    Persentase Sisa 
Perkara Pidana yang 
Diselesaikan

4.    Persentase Sisa 
Perkara Pidana 
Khusus yang 
Diselesaikan

5.    Persentase Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu

6.    Persentase Perkara 
Perdata Khusus yang 
diselesaikan Tepat 
Waktu

7.    Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan tepat 
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Luar Gedung 
Pengadilan 
Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 

Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 

Perbandingan Capaian Kinerja. 
Berikut adalah perbandinagan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.

Indikator Kinerja Capaian 2021 Capaian 2022

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang Diselesaikan 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase sisa 
perkara Perdata 
Khusus yang 
diselesaikan 

0 IKU 
dihapuskan

Persentase Sisa 
Perkara Pidana yang 
Diselesaikan 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase Sisa 
Perkara Pidana 
Khusus yang 
Diselesaikan 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu 

100% 100%

Persentase Perkara 
Perdata Khusus yang 
diselesaikan Tepat 
Waktu 

0 IKU 
dihapuskan

Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan tepat 

100% 100%
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100% 100% 

100% 100% 

Berikut adalah perbandinagan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. 

Capaian 2022 Kenaikan  
(penurunan) 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

100% - 

IKU 
dihapuskan 

- 

100% - 
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waktu

8.    Persentase perkara 
Pidana Khusus yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu

9.   Persentase 
penurunan sisa 
perkara perdata

10.   Persentase 
penurunan sisa 
perkara perdata 
khusus

11.   Persentase 
penurunan sisa 
perkara pidana

12.   Persentase 
penurunan sisa 
perkara pidana 
khusus

13.   Persentase jumlah 
putusan yang
menggunakan 
pedekatan restoratif.

14.    Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding

15.    Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi

16.    Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali

17.    Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi

18.    Index Kepuasan 
Pencari Keadilan

19.   Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim 
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waktu 

Persentase perkara 
Pidana Khusus yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase 
penurunan sisa 
perkara perdata 

25% IKU 
dihapuskan

Persentase 
penurunan sisa 
perkara perdata 
khusus 

0 IKU 
dihapuskan

Persentase 
penurunan sisa 
perkara pidana 

0 IKU 
dihapuskan

Persentase 
penurunan sisa 
perkara pidana 
khusus 

25% IKU 
dihapuskan

Persentase jumlah 
putusan yang 
menggunakan 
pedekatan restoratif. 

IKU belum 
tersedia 

1%

Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

108% 90%

Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

108% 100%

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

110% IKU 
dihapuskan

Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

0 0 

Index Kepuasan 
Pencari Keadilan 

101,5% 101,6

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim 

100% 100%

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

42 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

IKU 
dihapuskan 

- 

 - 

% -18% 

% -8% 

IKU 
dihapuskan 

- 

 - 

101,6 0,1% 

100% - 
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Penyelesaian 
Perkara 

kepada Para Pihak 
tepat waktu

20.    Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim 
kepada Para Pihak 
Tepat Waktu

21.    Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi

22.    Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan 
PK yang Diajukan 
Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu

23.    Persentase Putusan 
Perkara yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 
Dapat Diakses 
Secara Online dalam 
Waktu 1 
Setelah Putus

24.   Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan

25.    Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan

26.    Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

27.   Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

kepada Para Pihak 
tepat waktu 
Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim 
kepada Para Pihak 
Tepat Waktu 

100% 100%

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

0 0 

Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan 
PK yang Diajukan 
Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase Putusan 
Perkara yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 
Dapat Diakses 
Secara Online dalam 
Waktu 1 Hari 
Setelah Putus 

100% IKU 
dihapuskan

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

0 0 

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

0 0 

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 100%

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 100%
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100% - 

 0 

dihapuskan 
- 

IKU 
dihapuskan 

- 

 Anggaran 
tidak tersedia 

 Anggaran 
tidak tersedia 

100% - 

100% - 
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Pengadilan 

 

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapa

2022, meskipun sebagian besar indikator mencapai t

capaian sasaran strategis 1 mengalami penuruan

sebesar 102.83% menjadi 76

capaian sasaran strategis 1 

dilakukan oleh Mahkamah Agung 

indikator kinerja sasaran strategis yang

terjadi penurunan kinerja rata

mengecualikan IKU yang telah dihapuskan. Bahkan, 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding

ditetapkan.Untuk capaian strategis 2

100%. Hal - hal yang menyebabkan tercapai maupun tidak tercapainya target 

yang telah ditentukan sebelumnya akan diuraikan dalam uraian analisa capaian 

kinerja. 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
 

PENGUKURAN CAPAIAN 

PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No. Sasaran Strategis 

1.   Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

2.    

3.    
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 

2022, meskipun sebagian besar indikator mencapai target yang ditetapkan, 

n strategis 1 mengalami penuruan dari cap

menjadi 76.% pada tahun 2022. Namun, total penurunan

capaian sasaran strategis 1 utamanya disebabkan oleh penyesuaian IKU yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung R.l. Disisi lain, terdapat sebagian dari realisasi 

kinerja sasaran strategis yang pencapaiannya belum maksimal, dan 

inerja rata-rata 4,3% di total capaian kinerja, jika perhitungan 

yang telah dihapuskan. Bahkan, indikator persentase perkara 

ak mengajukan upaya hukum banding belum mencapai ta

ditetapkan.Untuk capaian strategis 2, 3 dan 4 berhasil mempertahankan capaian 

hal yang menyebabkan tercapai maupun tidak tercapainya target 

yang telah ditentukan sebelumnya akan diuraikan dalam uraian analisa capaian 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES 

PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.  

 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang 
Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Target 

Persentase Perkara Perdata 
yang Diselesaikan Tepat 
Waktu. 

100% 

Persentase perkara Pidana 
yang Diselesaikan Tepat 
Waktu. 

100% 

Persentase jumlah putusan 
yang menggunakan pedekatan 
restoratif. 

1% 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 
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t disimpulkan bahwa dalam tahun 

arget yang ditetapkan, 

dari capaian tahun 2021 

tahun 2022. Namun, total penurunan 

utamanya disebabkan oleh penyesuaian IKU yang 

R.l. Disisi lain, terdapat sebagian dari realisasi 

pencapaiannya belum maksimal, dan 

capaian kinerja, jika perhitungan 

indikator persentase perkara 

belum mencapai target yang 

berhasil mempertahankan capaian 

hal yang menyebabkan tercapai maupun tidak tercapainya target 

yang telah ditentukan sebelumnya akan diuraikan dalam uraian analisa capaian 

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES 

 

: Terwujudnya Proses Peradilan Yang 

 Realisasi Capaian 

100% 100% 

100% 100% 

0 0 
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4.    

5.   

6.   

7.   

 

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan y

Akuntabel. Sasaran ini 

peradilan di Pengadilan Negeri

penyelesaian perkara secara restoratif, 

perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi serta tingkat kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh peng

Sasaran ini diukur dengan 

Analisis untuk cakupan capaian 

sebagai berikut : 

a.   Persentase Penyelesaian Perkara 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan 

SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara 

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara

pertama paling lambat dalam jangka waktu 

sudah termasuk penyelesaian minutasi

surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 

Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

fungsikan sebagai berikut : 

                       Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
 Capaian =    

        Jumlah perkara yang diselesaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Persentase Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

75% 

Persentase Perkara Yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

75% 

Persentase Perkara Pidana 
Anak yang Diselesaikan 
dengan Diversi 

10 

Index Kepuasan Pencari 
Keadilan 

90% 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

ini menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelengaraan 

Pengadilan Negeri Sinabang , perkara yang diselesaikan tepat waktu,

penyelesaian perkara secara restoratif,  perkara tidak melakukan upaya hukum, 

kara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi serta tingkat kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh peng

diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama

Analisis untuk cakupan capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah 

Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan 

SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat 

ling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut 

sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani 

surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 

Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

fungsikan sebagai berikut :  

 
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

       x 100%
perkara yang diselesaikan 
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68% 90% 

75% 100% 

0 0 

91 101,6% 

ang Pasti, Transparan dan 

menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelengaraan 

diselesaikan tepat waktu, 

tidak melakukan upaya hukum, 

kara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi serta tingkat kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh pengadilan 

Indikator Kinerja Utama. 

indikator kinerja sasaran ini adalah 

Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan 

SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

pada pengadilan tingkat 

bulan. Tenggang waktu tersebut 

berkas perkara. Minutasi mempedomani 

surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 

Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Di 

x 100% 
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Pada  tahun 2022, Pengadilan Negeri Sinabang

Perkara tersebut terdiri dari 2

2022. Perkara yang berhasil diputus sebanya

perkara. Klasifikasi perkara perdata dapat dilihat pada tabel berikut

Target penyelesaian perkara 

penetapan kinerja tahun 

yang diselesaikan Tepat Waktu

ini :  

Tabel 6

No Jenis perkara 

1 Gugatan 

wanprestasi 

2 Gugatan perbuatan 

melawan hukum. 

3 Bantahan Obyek 

sengketa tanah 

 Total 

Dari 3 perkara yang diputus selama tahun 2022, semuanya 

Capaian IKU penyelesaian perkara perdata tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 7 : Persentase 

 

Perkara yang diselesaikan 1

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

1

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator perkara perdata 

yang diputus tepat waktu memperoleh capaian diatas target kinerja yang 

diharapkan.  

Rerata pemeriksaan berkas dan persidangan pa
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Pengadilan Negeri Sinabang menangani 6 

Perkara tersebut terdiri dari 2 perkara sisa tahun lalu dan  4 perkara masuk tahun 

2022. Perkara yang berhasil diputus sebanyak 3 perkara dan menyisakan 

perkara. Klasifikasi perkara perdata dapat dilihat pada tabel berikut

Target penyelesaian perkara pada tahun  2022, sebagaimana ditetapkan melalui 

penetapan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100%  “Persentasi Perkara 

Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut 

6 : Data keadaan Perkara Perdata Tahun 2022.

Sisa awal Masuk  Putus

1 2 1 

0 2 1 

1 0 1 

2 4 3 

g diputus selama tahun 2022, semuanya diputus tepat waktu. 

Capaian IKU penyelesaian perkara perdata tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut 

ersentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 1 0 1 

1 1 0 1 

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator perkara perdata 

yang diputus tepat waktu memperoleh capaian diatas target kinerja yang 

Rerata pemeriksaan berkas dan persidangan pada Pengadilan Negeri

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 
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 perkara perdata.  

perkara masuk tahun  

perkara dan menyisakan 3 

perkara. Klasifikasi perkara perdata dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

, sebagaimana ditetapkan melalui 

Persentasi Perkara Perdata 

ditampilkan pada tabel berikut 

: Data keadaan Perkara Perdata Tahun 2022. 

Putus Sisa akhir 

2 

1 

0 

3 

diputus tepat waktu. 

Capaian IKU penyelesaian perkara perdata tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut 

yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022. 

TW 4 Tahunan 

3 

3 

100% 

100% 

100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator perkara perdata  

yang diputus tepat waktu memperoleh capaian diatas target kinerja yang 

Pengadilan Negeri Sinabang 
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adalah sebagai berikut:

Tabel 8 : Rata-rata waktu 

Jenis perkara 0 s.d 1 Bulan

Perdata 0 

 

Tabel diatas menunjukkan

tepat waktu pada tahun 

dari Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

dengan persentase pencapaian 

Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat 

tepat sesuai waktu yang ditentukan.

 

Tabel 9 : Capaian IKU Persenatase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

Target 

Realisasi 

Capaian 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 : Capaian IKU Persentase
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adalah sebagai berikut: 

rata waktu memutuskan Perkara Perdata tahun 2022

0 s.d 1 Bulan >1 s.d 3 Bulan >3 s.d 5 Bulan

 0 3 

Tabel diatas menunjukkan Persentase Realisasi Penyelesaian Perkara  Perdata

tahun 2022 dari data tersebut dapat dilihat capaian maksimal 

dari Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

dengan persentase pencapaian 100%. 

Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat 

tepat sesuai waktu yang ditentukan. 

apaian IKU Persenatase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 
tahun 2020-2022 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan 

2 5 3 

2 5 3 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Capaian IKU Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 
Tahun 2020-2022 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 
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ta tahun 2022. 

5 Bulan > 5 Bulan 

0 

Penyelesaian Perkara  Perdata 

dari data tersebut dapat dilihat capaian maksimal 

dari Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus 

apaian IKU Persenatase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

100% 

100% 

100% 

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 
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b.  Persentase Penyelesaian Perkara 

 

IKU ini bertujuan untuk mengukur perkara pidana biasa dan pidana anak yang 

diselesaikan tepat waktu. Perkara pidana

nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara

paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan untuk pidana anak, tepat waktu 

mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 hari 

dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari. 

penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 98% beban 

perkara tahun berjalan Pada 2022, 

pidana yang terdiri dari 13

perkara masuk tahun 2022. Perkara pidana yang berhasil diputus sebanyak 

pidana biasa. Dengan  Klasifikasi perkara pidana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 

 

100

Tahun 2020

Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan
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Persentase Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan 

IKU ini bertujuan untuk mengukur perkara pidana biasa dan pidana anak yang 

diselesaikan tepat waktu. Perkara pidana yang tepat waktu memperhatikan SEMA 

nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat 

paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan untuk pidana anak, tepat waktu 

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 hari 

dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Pengadilan Negeri Sinabang

penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 98% beban 

Pada 2022, Pengadilan Negeri Sinabang menangani 

13 perkara pidana biasa. Perkara pidana tersebut merupakan 

perkara masuk tahun 2022. Perkara pidana yang berhasil diputus sebanyak 

Klasifikasi perkara pidana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

100

Tahun 2021 Tahun 2022

Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan

Linear (Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan)
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yang diselesaikan Tepat Waktu. 

IKU ini bertujuan untuk mengukur perkara pidana biasa dan pidana anak yang 

yang tepat waktu memperhatikan SEMA 

nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan 

pada pengadilan tingkat pertama 

paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan untuk pidana anak, tepat waktu 

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  

Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 hari 

Sinabang menargetkan 

penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 98% beban 

menangani 13 perkara 

tersebut merupakan 

perkara masuk tahun 2022. Perkara pidana yang berhasil diputus sebanyak 13 perkara 

Klasifikasi perkara pidana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

100

Tahun 2022

Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan

Linear (Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan)
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Tabel 10

No Jenis perkara 

1 Narkotika 

2 Kekerasan dalam 
rumah tangga 

3 Perikanan 

4 Pencurian 

5 Penghancuran 
atau perusakan 
barang 

6 Penggelapan 

 Total 

Dari 13 perkara yang diputus selama tahun 2022, semuanya 

Capaian IKU penyelesaian perkara pidana

ini: 

Tabel 11 : Capaian Perkara 

 

Perkara pidana yang 
diselesaikan 
Perkara pidana yang 
diselesaikan tepat waktu 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ca
diputus tepat waktu memperoleh capaian diatas t
pemeriksaan berkas dan persidangan perkar
Sinabang adalah sebagai ber

Tabel 12 : Rata-rata waktu memutuskan Perkara Pidana tahun 2022

Jenis perkara 0 s.d 1 Bulan

Perdata 10
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10 : Data Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022.

Sisa awal Masuk  Putus

0 5 5 

0 2 2 

0 1 1 

0 3 3 

0 1 1 

0 1 1 

0 13 13 

 

g diputus selama tahun 2022, semuanya diputus tepat waktu. 

IKU penyelesaian perkara pidana tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut 

: Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 3 7 2

1 3 7 2

Target 

Realisasi 

Capaian 

diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator perkara pidana 
diputus tepat waktu memperoleh capaian diatas target kinerja yang diharapkan. 
pemeriksaan berkas dan persidangan perkara pidana biasa pada 

adalah sebagai berikut: 

rata waktu memutuskan Perkara Pidana tahun 2022

0 s.d 1 Bulan >1 s.d 2 Bulan >2 s.d 3 Bulan

10 2 1 
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eadaan Perkara Pidana Tahun 2022. 

Putus Sisa akhir 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

diputus tepat waktu. 

tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut 

Tepat Waktu. 

TW 4 Tahunan 

2 13 

2 13 

100% 

100% 

100% 

paian indikator perkara pidana yang 
arget kinerja yang diharapkan. Rerata 

a pidana biasa pada Pengadilan Negeri 

rata waktu memutuskan Perkara Pidana tahun 2022. 

3 Bulan > 3 Bulan 

0 
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Tabel 13 : Capaian IKU Persentase 

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

Target 

Realisasi 

Capaian 

 

Berdasarkan data diatas seluruh perkara pidana biasa yang telah diputus seluruhnya 

tepat waktu sesuai dengan 

tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

Lingkungan Peradilan  

Grafik 2 : Capaian IKU Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 

 

Pada tahun 2022, terdapat 3

Rasio penanganan perkara

 

100

0

20

40

60

80

100

120

Tahun 2020

Persentase Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
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IKU Persentase Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
tahun 2020-2022 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

27 26 13 

27 26 13 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Berdasarkan data diatas seluruh perkara pidana biasa yang telah diputus seluruhnya 

tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

Capaian IKU Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 

tahun 2020- 2022. 

Pada tahun 2022, terdapat 3 majelis yang menangani perkara pidana dan perdata. 

Rasio penanganan perkara pidana selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

100 100

Tahun 2021 Tahun 2022

Persentase Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase Jumlah perkara 
pidana yang diselesaikan tepat 
waktu.
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yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

100% 

100% 

100% 

Berdasarkan data diatas seluruh perkara pidana biasa yang telah diputus seluruhnya 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 

Capaian IKU Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 

majelis yang menangani perkara pidana dan perdata. 

selama tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Persentase Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase Jumlah perkara 
pidana yang diselesaikan tepat 
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Tabel 14 : Rasio Hakim terhadap 

Jenis perkara Jumlah Beban 
perkara

Perdata dan Pidana 20 
 

 Analisa capaian persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.

Hal yang berpeluang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

1. Tidak ada kendali penyelesaian perkara;

2. Penundaan sidang yang terlalu lama;

3. Pengisian register dan jadwal sidang yang dilakukan manual.

Untuk mengatasi hal diatas, selain komitmen be

manusia, keberhasilan tercapainya 

disebabkan oleh: 

1. Adanya jadwal penyelesaian perkara dari hakim;

2. Terdapat aturan maksimal 2 minggu untuk penundaan persidangan;

3. Adanya keharusan bahwa putusan harus sudah selesai sebelum sidang 

pembacaan putusan;

4. Pemantauan dari ketua pengadilan

aplikasi SIPP, MIS

5. Bekerja dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu;

6. Penyesuaian pembagian perkara dan majelis segera dilakukan ketika 

pengumuman Promosi dan Mutasi Haki

tertunggak karena hakim dimutasi.

Untuk mempertahankan dan meningkat

dilakukan hal-hal sebagai berikut

1. Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan 

melalui penandatangan

2. Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu 

penyelesaian perkara;

3. Penetapan one day minutation;

4. Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan 

memanfaatkan SIPP dan e
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Rasio Hakim terhadap Perkara pidana dan perdata tahun 2020

Jumlah Beban 
perkara 

Jumlah Perkara  
Putus 

Jumlah majelis 
hakim 

 16 3 

Analisa capaian persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.

Hal yang berpeluang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja perkara yang 

diselesaikan tepat waktu adalah: 

Tidak ada kendali penyelesaian perkara; 

Penundaan sidang yang terlalu lama; 

Pengisian register dan jadwal sidang yang dilakukan manual.

Untuk mengatasi hal diatas, selain komitmen bersama dan efisiensi sumber daya 

manusia, keberhasilan tercapainya target penyelesaian perkara tepat waktu juga 

Adanya jadwal penyelesaian perkara dari hakim; 

Terdapat aturan maksimal 2 minggu untuk penundaan persidangan;

Adanya keharusan bahwa putusan harus sudah selesai sebelum sidang 

pembacaan putusan; 

uan dari ketua pengadilan untuk penyelesaian perkara melalui 

, MIS dan EIS Badilum; 

Bekerja dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu; 

Penyesuaian pembagian perkara dan majelis segera dilakukan ketika 

pengumuman Promosi dan Mutasi Hakim, sehingga tidak ada perkara yang 

tertunggak karena hakim dimutasi. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2023 akan 

hal sebagai berikut : 

Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan 

melalui penandatanganan pakta integritas; 

Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu 

penyelesaian perkara; 

Penetapan one day minutation; 

Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan 

memanfaatkan SIPP dan e-court dalam proses administrasi perkara;
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tahun 2020-2022 

Jumlah majelis Rasio 

1:5 

Analisa capaian persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu. 

Hal yang berpeluang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja perkara yang 

Pengisian register dan jadwal sidang yang dilakukan manual. 

rsama dan efisiensi sumber daya 

target penyelesaian perkara tepat waktu juga 

Terdapat aturan maksimal 2 minggu untuk penundaan persidangan; 

Adanya keharusan bahwa putusan harus sudah selesai sebelum sidang 

untuk penyelesaian perkara melalui 

Penyesuaian pembagian perkara dan majelis segera dilakukan ketika 

m, sehingga tidak ada perkara yang 

kan kinerja, di tahun 2023 akan 

Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan 

Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu 

Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan 

court dalam proses administrasi perkara; 
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5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara.

 

c.  Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif.

 

Konsep pendekatan restorative justice

menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana 

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk 

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih a

seimbang bagi pihak korban dan pelaku

Landasan penerapan restorative justic

pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum 

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit 

pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan restorative justice oleh MA adalah 

mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas

yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri

pidana yang diajukan secara restoratif, sehingga Indikator Kinerja Persentase jumlah 

putusan yang menggunakan pendekatan restoratif tidak dapat diukur capaiannya.

 

d.  Persentase Perkara yang tidak 

 

Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan 

Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas

Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui 

dijatuhkan. 

Indikator ini digunakan unt

hukum banding dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat pertama. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

eningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara.

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif.

restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih 

beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana 

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk 

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih a

seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 

andasan penerapan restorative justice oleh Mahkamah Agung 

pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum 

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit 

20. Tujuan panduan restorative justice oleh MA adalah 

mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas

yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Pengadilan Negeri Sinabang tidak menangani penyelesaian perkara 

pidana yang diajukan secara restoratif, sehingga Indikator Kinerja Persentase jumlah 

putusan yang menggunakan pendekatan restoratif tidak dapat diukur capaiannya.

yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan 

Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan 

kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut 

tuk mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat pertama. 
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eningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara. 

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pedekatan restoratif. 

merupakan suatu pendekatan yang lebih 

dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana 

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk 

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan 

e oleh Mahkamah Agung yaitu dengan 

pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum 

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit 

20. Tujuan panduan restorative justice oleh MA adalah 

mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan 

yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. 

angani penyelesaian perkara 

pidana yang diajukan secara restoratif, sehingga Indikator Kinerja Persentase jumlah 

putusan yang menggunakan pendekatan restoratif tidak dapat diukur capaiannya. 

Banding 

Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. 

dengan isi putusan Pengadilan 

mana putusan tersebut 

yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat pertama. 
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Untuk tahun 2022, target perkara yang tidak mengajukan 

adalah 75%, berikut disajikan data perkara Banding terhadap putusan Pengadilan pada 

tahun 2022 : 

Tabel 15 : Keadaan perkara Banding terhadap putusan 

No Jenis Perkara 

1 Pidana 
2 Perdata 
Jumlah 
 

Pada tahun 2022, dari 16 perkara yang diputus pada 
perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, yang terdiri dari 2 perkara perdata 
dan 9 perkara pidana. 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya  hukum banding dapat dilihat pada tabel ber

Tabel 16 : Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
banding 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan 
hukum banding belum mencapai target yang di
ditentukan, realisasi indikator ini hanya sebesar
Perbandingan capaian indikator ini selama periode tahun renstra 2020
dilihat pada tabel berikut ini :
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k tahun 2022, target perkara yang tidak mengajukan upayya hukum banding 

, berikut disajikan data perkara Banding terhadap putusan Pengadilan pada 

Keadaan perkara Banding terhadap putusan Pengadilan 
tahun 2022 

Jumlah perkara yang diputus 
tingkat pertama 

Upaya hukum Banding
Ya

13 4 
3 1 

16 5 

Pada tahun 2022, dari 16 perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri
perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, yang terdiri dari 2 perkara perdata 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya  hukum banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding tahun 2022 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

2 3 8 3

1 2 7 1

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan 
belum mencapai target yang ditentukan. Dari target 

ditentukan, realisasi indikator ini hanya sebesar 68% dengan capaian 
Perbandingan capaian indikator ini selama periode tahun renstra 2020
dilihat pada tabel berikut ini : 
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upayya hukum banding 

, berikut disajikan data perkara Banding terhadap putusan Pengadilan pada 

Pengadilan Negeri Sinabang 

Upaya hukum Banding 
Ya Tidak 

 9 
 2 
 11 

Pengadilan Negeri Sinabang,  11 
perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, yang terdiri dari 2 perkara perdata 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 
ikut : 

Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

TW 4 Tahunan 

3 16 

1 11 

75% 

68% 

90% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan upaya 
tentukan. Dari target 75% yang 

68% dengan capaian 90%. 
Perbandingan capaian indikator ini selama periode tahun renstra 2020-2024 dapat 
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Tabel 17 : Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang tidak 
mengajukan  banding 

Target 

Realisasi 

Capaian 

 

Grafik 3 : Capaian Persentase P
pada Pengadilan Negeri

Berdasarkan tabel  dan grafik 

2021 terlihat bahwa capaian perka

meningkat dari tahun 2020 sebesa

gagal memenuhi target pada

 Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

banding. 

Pengadilan Negeri 

meminimalisir perkara yang mengajukan kasasi antara lain:

- Mengikutsertakan selur

kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diadakan oleh 

106%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun 2020
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Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding tahun 2020-2022 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

56 66 16 

45 54 11 

75% 75% 75% 

80% 81% 68% 

106% 108% 90% 

Capaian Persentase Perkara  yang tidak mengajukan upaya hukum
Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel  dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 

terlihat bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya 

dari tahun 2020 sebesar 106% menjadi 108% pada 

gagal memenuhi target pada tahun 2022 dengan capaian 90%. 

Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

 Sinabang telah melakukan berbagai langkah untuk 

meminimalisir perkara yang mengajukan kasasi antara lain: 

Mengikutsertakan seluruh hakim Pengadilan Negeri

kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diadakan oleh 

108%

90%

Tahun 2021 Tahun 2022
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Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

75% 

76% 

101% 

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 
2022. 

 

diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020  hingga tahun 

ra yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

% pada tahun 2021 hingga 

Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

telah melakukan berbagai langkah untuk 

Pengadilan Negeri Sinabang dalam 

kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diadakan oleh  

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022
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Pengadilan Tinggi Banda Aceh, DIRJEN Badan Peradilan Umum dan 

Mahkamah Agung RI;

Meski dengan berbagai usaha yang dilakukan, indikator ini masih gagal 

mencapai target. Permasalahan yang 

adalah dikarenakan indikator ini tidak sepenuhnya berada didalam kontrol 

organisasi. Dalam berperkara ada 2 piha

pihak dapat mengajukan 

Pengadilan Negeri. Ketidakpuasan salah satu pihak adalah hal yan

dihilangkan dalam suatu putusan.

 Langkah-langkah perbaikan untuk tahun 

- Melakukan Penyesuaian target.

 

e.  Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
 

Kasasi yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan 

Para pihak mengajukan kasasi

Tinggi kepada Mahkamah Agung

dijatuhkan. 

Indikator ini digunakan unt
hukum kasasi dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat 
Untuk tahun 2022, target per
75%, berikut disajikan data perkara kasasi
tahun 2022 : 

Tabel 18 : Keadaan perkara kasasi

No Jenis Perkara 

1 Pidana 
2 Perdata 
Jumlah 
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Pengadilan Tinggi Banda Aceh, DIRJEN Badan Peradilan Umum dan 

Mahkamah Agung RI; 

Meski dengan berbagai usaha yang dilakukan, indikator ini masih gagal 

mencapai target. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai 

adalah dikarenakan indikator ini tidak sepenuhnya berada didalam kontrol 

organisasi. Dalam berperkara ada 2 pihak yang saling berlawanan dan Para 

pihak dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas deng

. Ketidakpuasan salah satu pihak adalah hal yan

dihilangkan dalam suatu putusan. 

langkah perbaikan untuk tahun 2023 adalah: 

Melakukan Penyesuaian target. 

Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi

yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan 

Para pihak mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan 

hkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut 

tuk mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 
dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat 

target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
t disajikan data perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan 

Keadaan perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
tahun 2022 

Jumlah perkara yang diputus 
tingkat pertama 

Upaya hukum kasasi
Ya

13 3 
3 1 

16 4 
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Pengadilan Tinggi Banda Aceh, DIRJEN Badan Peradilan Umum dan 

Meski dengan berbagai usaha yang dilakukan, indikator ini masih gagal 

dihadapi dalam mencapai indikator ini  

adalah dikarenakan indikator ini tidak sepenuhnya berada didalam kontrol 

k yang saling berlawanan dan Para 

bila merasa tidak puas dengan isi putusan 

. Ketidakpuasan salah satu pihak adalah hal yang tidak dapat 

kasasi 

yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. 

dengan isi putusan Pengadilan 

mana putusan tersebut 

k mengajukan upaya 
dari jumlah perkara  yang diputus pada pengadilan tingkat banding. 

kara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 
terhadap putusan Pengadilan banding pada 

Pengadilan Negeri Sinabang 

Upaya hukum kasasi 
Ya Tidak 

 10 
 2 
 12 
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Pada tahun 2022, dari 16 perkara yang diputus pada

perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi

10 perkara pidana. 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya  hukum banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Capaian IKU persentase perkara yang tida

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
kasasi 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan 

hukum Kasasi  mencapai target yang di

realisasi indikator ini sebesar

indikator ini selama periode tahun renstra 2020

: 

Tabel 20 : Capaian IKU persentase perkara yang tida

 

Perkara yang diselesaikan 

Perkara yang tidak 
mengajukan  kasasi 

Target 

Realisasi 

Capaian 
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Pada tahun 2022, dari 16 perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri

upaya hukum kasasi, yang terdiri dari 2 perkara perdata dan 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya  hukum banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
kasasi tahun 2022 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

2 3 8 3

1 2 7 2

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan 

mencapai target yang ditentukan. Dari target 75%

sebesar 75% dengan capaian 100%. Perbandingan capaian 

indikator ini selama periode tahun renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Capaian IKU persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
kasasi tahun 2020-2022 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

56 66 16 

45 54 12 

75% 75% 75% 

80% 81% 75% 

106% 108% 100% 
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Pengadilan Negeri Sinabang,  12 

iri dari 2 perkara perdata dan 

Target realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya  hukum banding dapat dilihat pada tabel berikut : 

k mengajukan upaya hukum 

TW 4 Tahunan 

3 16 

2 12 

75% 

75% 

100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkara yang tidak mengajukan upaya 

75% yang ditentukan, 

Perbandingan capaian 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini 

k mengajukan upaya hukum 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

75% 

78% 

104% 
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Grafik 4 : Capaian Persentase Perkara 
pada Pengadilan Negeri

Berdasarkan tabel  dan grafik 

2021 terlihat bahwa capaian perka

meningkat dari tahun 2020 sebesa

2022 mengalami penurunan dengan capaian 

 Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

kasasi. 

Pengadilan Negeri Sinabang

menyampaikan pengajuan permohonan kasasi atas putu

banding. Untuk memenuhi target kinerja tersebut 

memiliki kontrol organisasi.

 Langkah-langkah perbaikan untuk tahun 2023 adalah:

- Melakukan Penyesuaian target.

 

e. Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Mengukur jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. 

perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. Pelaksanaan diversi 

merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentan Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak.

106%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Tahun 2020
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Capaian Persentase Perkara  yang tidak mengajukan upaya hukum
Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel  dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 

terlihat bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya 

dari tahun 2020 sebesar 106% menjadi 108% pada tahun 2021,

mengalami penurunan dengan capaian 100%. 

Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Sinabang sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas untuk 

menyampaikan pengajuan permohonan kasasi atas putusan pengadilan tingkat 

banding. Untuk memenuhi target kinerja tersebut Pengadilan Negeri

memiliki kontrol organisasi. 

langkah perbaikan untuk tahun 2023 adalah: 

Melakukan Penyesuaian target. 

Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Mengukur jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. Perkara diversi adalah 

perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. Pelaksanaan diversi 

merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentan Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak. 

108%

100%

Tahun 2021 Tahun 2022
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yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 
2022. 

 

diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020  hingga tahun 

ra yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

tahun 2021, pada tahun 

Analisa Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas untuk 

san pengadilan tingkat 

Pengadilan Negeri Sinabang tidak 

Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 

Perkara diversi adalah 

perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversi. Pelaksanaan diversi 

merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentan Pedoman 

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022
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Indikator kinerja ini di kuantita

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara p

anak. Pada tahun 2022 

pidana anak sehingga capaian indikator kinerja utama persent

anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat diukur capaiannya. 

f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan pencari 

Keadilan. 
 

Indikator ini merupakan tolok ukur untuk me

Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelay

Hasil indeks didapat melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan 

salah satu alat yang bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik untuk 

mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh 

target yang diharapkan pada sasaran mutu 

telah ditetapkan sebesar 

yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang 

diberikan oleh Pengadilan Negeri

1. Jaksa, pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari 

informasi pada kantor 

2. Masyarakat umum yang membuat pengaduan terhadap pelayanan pada 

Pengadilan Negeri

Variabel pengukuran didasarkan pada 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo

Pedoman Penyusuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. Persyaratan Pelayana

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 

maupun administratif.

2. Prosedur Pelayanan.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.
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Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara 

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara p

anak. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang tidak menangani perkra 

pidana anak sehingga capaian indikator kinerja utama persent

anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat diukur capaiannya. 

Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan pencari 

Indikator ini merupakan tolok ukur untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan 

Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada stakeholder. 

Hasil indeks didapat melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan 

salah satu alat yang bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik untuk 

mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut. Adapun 

target yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri

telah ditetapkan sebesar 90%. Responden dalam survei adalah setiap orang 

yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang 

gadilan Negeri Sinabang, yang terdiri dari:

Jaksa, pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari 

informasi pada kantor Pengadilan Negeri Sinabang. 

Masyarakat umum yang membuat pengaduan terhadap pelayanan pada 

Pengadilan Negeri Sinabang. 

engukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Penyusuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain:

ersyaratan Pelayanan,  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 

maupun administratif.  

Prosedur Pelayanan. 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

Waktu Pelayanan. 
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tifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara 

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana 

Sinabang tidak menangani perkra 

pidana anak sehingga capaian indikator kinerja utama persentasi perkara pidana 

anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat diukur capaiannya.  

Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan pencari 

ngetahui mutu kinerja pelayanan 

anan publik kepada stakeholder. 

Hasil indeks didapat melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan 

salah satu alat yang bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik untuk 

unit tersebut. Adapun 

Pengadilan Negeri Sinabang yang 

Responden dalam survei adalah setiap orang 

yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang 

, yang terdiri dari: 

Jaksa, pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari 

Masyarakat umum yang membuat pengaduan terhadap pelayanan pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

r 14 Tahun 2017 Tentang 

Penyusuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain: 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
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Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperl

menyelesaikan 

4. Biaya/Tarif Pelayanan.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang di

dalam mengurus dan/atau memperoleh pe

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang dib

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi pelaksana adalah kem

pelaksana meliputi 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan.

Penanganan pengaduan, sara

pelaksanaan penanganan pengaduan da

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan dan proye

 

Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4. Analisis 

selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 

adalah sebagai berikut : 
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Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperl

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif Pelayanan. 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima la

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

Produk Spesifikasi Jenis Layanan. 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang dib

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

Kompetensi Pelaksana. 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

 

Perilaku Pelaksana. 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Penanganan Pengaduan. 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan Prasarana. 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan dan proyek). 

Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4. Analisis 

selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100%. Indikator penilaian yang digunakan 
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Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

kenakan kepada penerima layanan 

layanan dari penyelenggara 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

ampuan yang harus dimiliki oleh 

an, keahlian, keterampilan, dan 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

n dan masukan, adalah tata cara 

n tindak lanjut. 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4. Analisis 

. Indikator penilaian yang digunakan 
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Tabel 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval

1.  1,00 – 2,5996 

2.  2,600- 3,064 
 

3.  3,0664 – 3,532

4.  3,5324 – 4,000

 

Tabel 22 : Hasil Survei Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan 
peradilan pada 

No. Ruang 
Lingkup 

Triwulan 
I 

1. Persyaratan 3,99

2. Prosedur 3,92

3. Waktu 
Pelayanan 

3,51

4. Biaya/Tarif 3,60

5. Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

3.55

6. Kompetensi 
Pelaksana 

3,56

7. Perilaku 
Pelaksana 

3,59

8. Sarana dan 
Prasarana 

3,64

9. Penanganan 
Pengaduan, 
Saran dan 
Masukan 

3,83

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (skala 4) 

3,68

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (skala 
100%) 

92,27

 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan

pada Pengadilan Negeri 

91,46% berada pada kategori “SANGAT BAIK”.

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Tabel 21 : Kategori Mutu Pelayanan 

Nilai Interval Nilai interval 
konversi 

Mutu Pelayanan

 25,00-64,99 D 

65,00 - 76,60 C 

3,532 76,61 - 88,30 B 

4,000 88,31 -100%,00 A 

asil Survei Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan 
peradilan pada Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022

Triwulan 
 

Triwulan 
II  

Triwulan 
III 

Triwulan 
IV 

3,99 4 4 4 
3,92 4 4 4 
3,51 3.36 3,85 3,95 

3,60 3.66 3,72 3,73 
3.55 3.44 3,41 3,57 

3,56 3.6 3,41 3,59 

3,59 3.46 3,45 3,58 

3,64 3.56 3,48 3,60 

3,83 3.66 3,51 3,53 

3,68 3,63 3,64 3,65 

92,27 90%,46 91,19 91,46 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapat bahwa indeks kepuasan 

 Sinabang pada tahun 2022 rata-rata sebesar 3,65 atau 

% berada pada kategori “SANGAT BAIK”. 
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Mutu Pelayanan Kinerja unit 
pelayanan 

Tidak baik 

Kurang baik 

Baik 

Sangat Baik 

asil Survei Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan 
Sinabang tahun 2022 

Rata-
rata 

Kategori 

3,99 Sangat baik 

3.98 Sangat baik 
3.66 Sangat baik 

3,67 Sangat baik 
3.49 Sangat baik 

3.54 Sangat baik 

3.52 Sangat baik 

3.57 Sangat baik 

3.63 Sangat baik 

3.65 Sangat baik 

91.46 Sangat baik 

, didapat bahwa indeks kepuasan masyarakat 

rata sebesar 3,65 atau 
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Tabel 23 :  Capaian IKU Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan 

 

Jumlah Responden 

Perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
banding 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, survei indeks 

kepuasan masyarakat di isi oleh 601

triwulan. Realisasi rata

stakeholder yang puas terh

kinerja yang diharapkan 

Berikut ini perbandingan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Negeri

 

Tabel 24 : Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

 

Jumlah Responden 

Indeks Persepsi kepuasan 
terhadap pelayanan 
pengadilan 

Target 

Realisasi 

Capaian 
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Capaian IKU Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan 
peradilan tahun 2022 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

151 150 150 150

92,27 90,46 91,19 91,46

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, survei indeks 

uasan masyarakat di isi oleh 601 orang dan pengukuran dilakukan setiap 

triwulan. Realisasi rata-rata selama tahun 2022 untuk indikator index persepsi 

stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah 91,46

kinerja yang diharapkan sebesar 90% dengan capaian 101%.

Berikut ini perbandingan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap 

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2020-2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan 
peradilan tahun 2020-2022. 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

150 150 601 

91,25 91,36 91.46 

90% 90% 90% 

91,25% 91,36% 91,46% 

101,3% 101,5% 101,6% 
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Capaian IKU Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan 

TW 4 Tahunan 

150 601 

91,46 91,46 

90% 

91.46% 

101% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, survei indeks  

orang dan pengukuran dilakukan setiap 

rata selama tahun 2022 untuk indikator index persepsi 

adap layanan peradilan adalah 91,46% diatas target 

%. 

Berikut ini perbandingan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap 

2022. 

yang puas terhadap layanan 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

90% 

91,35% 

101,4% 
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Grafik 5 : Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat

Berdasarkan tabel dan grafik 

2022 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan p

Pengadilan Negeri Sinabang

dengan rata-rata realisasi 91,35

sebesar 90%. 

 Analisa Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan Pelaksanaan tugas dari se

dalam melayani Pengadilan Negeri

Sinabang sudah professional, efektif, efisien, dan berpedoman pada SOP yang 

ada; 

1. Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberi

layan informasi yang dibutuhkan;

2. Pembinaan yang berkelanjutan dari Ketua 

3. Kemudahan pencari keadilan

Negeri Sinabang baik informasi mengenai teknis perkara maupun informasi 

administrasi perkantoran

dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Sinabang; 

10

20

30

40
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60

70

80

90

100

IKM Tahun 2020

Indeks 101,3
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: Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2020

erdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 

2022 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan p

Sinabang selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan 

rata realisasi 91,35%, melebihi target jangka menengah yag ditetapkan 

Analisa Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan 

Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum 

sudah professional, efektif, efisien, dan berpedoman pada SOP yang 

Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberi

layan informasi yang dibutuhkan; 

Pembinaan yang berkelanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri

pencari keadilan untuk mendapatkan informasi dari 

Sinabang baik informasi mengenai teknis perkara maupun informasi 

rasi perkantoran melalui aplikasi SIPP, Website resmi Pengadilan 

dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

IKM Tahun 2021
IKM Tahun 2021

Indeks 101,5 Indeks 101,6

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

62 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

tahun 2020-2022. 

 

diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 

2022 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada 

selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan 

%, melebihi target jangka menengah yag ditetapkan 

Analisa Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan 

Pengadilan Negeri Sinabang 

wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

sudah professional, efektif, efisien, dan berpedoman pada SOP yang 

Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan 

Pengadilan Negeri Sinabang; 

untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan 

Sinabang baik informasi mengenai teknis perkara maupun informasi 

melalui aplikasi SIPP, Website resmi Pengadilan 

dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Negeri 

IKM Tahun 2020

IKM Tahun 2021

IKM Tahun 2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2023 akan 

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada 

Negeri Sinabang dengan melakukan penyediaan anggaran guna 

pelaksanaan prodeo dan sidang keliling 

seluruh pengguna layanan 

2. Penguatan peningkatan

pemberian layanan;

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

SASARAN STRATEGIS 2: 

PENYELESAIAN PERKARA

 

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengg

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di 

Sinabang, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

“Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara” melip

kinerja. Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

 

Tabel 25 : Sasaran Startegis II 

INDIKATOR KINERJA

Persentase salinan putusan perdata 
diterima oleh para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan pidana 
diterima oleh para pihak tepat waktu.
Persentase Perkara perdata  yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 
 

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2022 memutus 16 perkara yang terdiri 

dari 13 perkara pidana dan 3 perkara perdata, jumlah salinan putusan yang 

disampiakan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
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Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2023 akan 

hal sebagai berikut: 

Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada 

Sinabang dengan melakukan penyediaan anggaran guna 

pelaksanaan prodeo dan sidang keliling sehingga dapat menjangkau 

seluruh pengguna layanan Pengadilan Negeri Sinabang

Penguatan peningkatan kompetensi, pembinaan, dan pengawasan 

pemberian layanan; 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 

PENYELESAIAN PERKARA 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisie

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di 

Sinabang, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

“Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat) indikator 

capaian target kinerja ini adalah sebagai berikut : 

Sasaran Startegis II Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian 
Perkara 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

perdata yang 
oleh para pihak tepat waktu. 

100% 100%

pidana yang 
diterima oleh para pihak tepat waktu. 

100% 100%

Persentase Perkara perdata  yang Diselesaikan 10 % 0%

Sinabang pada tahun 2022 memutus 16 perkara yang terdiri 

dari 13 perkara pidana dan 3 perkara perdata, jumlah salinan putusan yang 

disampiakan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada 
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Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2023 akan 

Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan 

Sinabang dengan melakukan penyediaan anggaran guna 

sehingga dapat menjangkau 

Sinabang; 

kompetensi, pembinaan, dan pengawasan 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 

ambarkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri 

Sinabang, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

uti 4 (empat) indikator 

Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian 

REALISASI CAPAIAN 

100% 100% 

100% 100% 

% 0% 

Sinabang pada tahun 2022 memutus 16 perkara yang terdiri 

dari 13 perkara pidana dan 3 perkara perdata, jumlah salinan putusan yang 

disampiakan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada 
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Tabel 26 : Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak pada tahun 2022

No  Jenis salinan putusan perkara

1.  Salinan putusan perkara perdata

2.  Salinan putusan perkara pidana

 

 

a.   Persentase salinan putusan 

tepat waktu.  

 

Indikator ini digunakan untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang 

disampaikan kepada para pihak

membandingkan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke 

kepada para pihak dengan jumlah putusan perkara perdata tahun berjalan. Target 

untuk tahun 2022 adalah 

dikirim kepada para pih

berikut ini: 
 

Tabel 27 : Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
disampaikan 

 

Perkara perdata yang 
diselsaikan 
Salinan putusan perdata 
yang dikirim tepat waktu 

 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman 

maksimal 7 hari setelah putusa
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Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak pada tahun 2022

Jenis salinan putusan perkara 

Salinan putusan perkara perdata 

Salinan putusan perkara pidana 
Jumlah  

putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak 

Indikator ini digunakan untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang 

isampaikan kepada para pihak tepat waktu. Cara menghitungnya adalah dengan

membandingkan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke 

dengan jumlah putusan perkara perdata tahun berjalan. Target 

untuk tahun 2022 adalah 100%. Persentase salinan putusan perkara perdata yang 

kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2022

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 1 0 1

1 1 0 1

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman 

hari setelah putusan. 
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Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak pada tahun 2022 

Jumlah salinan 
putusan 

13 

3 
16 

yang diterima oleh para pihak 

Indikator ini digunakan untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang 

tepat waktu. Cara menghitungnya adalah dengan 

membandingkan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke 

dengan jumlah putusan perkara perdata tahun berjalan. Target 

. Persentase salinan putusan perkara perdata yang 

tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
2022 

TW 4 Tahunan 

1 3 

1 3 

100% 

100% 

100% 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman kepada para pihak 
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Tabel 28 : Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2020

 

2020

Perkara perdata yang 
diselsaikan 
Salinan putusan 
perdata yang dikirim 
tepat waktu 
Target 100%

Realisasi 100%

Capaian 100%

 

Grafik 6 :  Capaian persentase salinan 

 

b.   Persentase salinan putusan 

tepat waktu.  

 

Indikator ini digunakan untuk mengukur

disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Cara menghitungnya adalah dengan 

membandingkan antara jumlah salinan putusan perkara 
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Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2020

2020 2021 2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target 

2 5 3 

2 5 3 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Capaian persentase salinan putusan perkara perdata

para pihak tepat waktu 

putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak 

Indikator ini digunakan untuk mengukur salinan putusan perkara pidana

disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Cara menghitungnya adalah dengan 

membandingkan antara jumlah salinan putusan perkara pidana

100 100

Tahun 2021 Tahun 2022

Salinan Putusan diterima tepat 
waktu
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Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 
disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2020-2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

3 

3 

100% 

100% 

100% 

perkara perdata yang diterima 

 

yang diterima oleh para pihak 

salinan putusan perkara pidana yang 

disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Cara menghitungnya adalah dengan 

pidana yang dikirim ke 

Salinan Putusan diterima tepat 
waktu
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kepada para pihak dengan jumlah p

untuk tahun 2022 adalah 

dikirim kepada para pihak

berikut ini: 
 

Tabel 29 : Capaian IKU Persentase
kepada para pihak tepat waktu tahun 2022

 

Perkara pidana yang 
diselsaikan 
Salinan putusan pidana 
yang dikirim tepat waktu 

 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman 

maksimal 7 hari setelah putusa
 

Tabel 30 : Capaian IKU Persentase
kepada para pihak tepat waktu tahun 2020

 

2020

Perkara pidana yang 
diselsaikan 

2

Salinan putusan 
pidana yang dikirim 
tepat waktu 

2

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian 100%
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dengan jumlah putusan perkara pidana tahun berjalan. Target 

untuk tahun 2022 adalah 100%. Persentase salinan putusan perkara pidana

kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
kepada para pihak tepat waktu tahun 2022 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 3 7 2

1 3 7 2

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman 

hari setelah putusan 

Capaian IKU Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
kepada para pihak tepat waktu tahun 2020-2022

2020 2021 2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka

27 26 13 

27 26 13 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 
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tahun berjalan. Target 

salinan putusan perkara pidana yang 

tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan 

TW 4 Tahunan 

2 13 

2 13 

100% 

100% 

100% 

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman kepada para pihak 

Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

66 

66 

100% 

100% 

100% 
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Grafik 7 :  Capaian 

 Analisa Capaian Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada para pihak

Tepat Waktu Target untuk tahun 2022 adalah 

disebabkan karena: 

1. Pengawasan yang menyeluruh dari ketua pengadilan, wakil ketua, dan 

panitera untuk memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan pada hari 

yang sama setelah Panitera Pengganti menyerahkan putusan yang te

diminutasi kepada panmud.

2. Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 

Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan;

3. Pelaksanaan tugas telah sesuai dengan SOP.

 Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun

hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada;

2. Penguatan pembinaan dan pengawasan;

3. Penyediaan sarana dan prasar

terlaksana dengan baik.
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Capaian IKU persentase salinan putusan perkara pidana

diterima para pihak tepat waktu 

 

Analisa Capaian Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada para pihak

Tepat Waktu Target untuk tahun 2022 adalah 100% dan mampu terealisasi. Hal ini 

Pengawasan yang menyeluruh dari ketua pengadilan, wakil ketua, dan 

panitera untuk memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan pada hari 

yang sama setelah Panitera Pengganti menyerahkan putusan yang te

diminutasi kepada panmud. 

Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 

Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan;

Pelaksanaan tugas telah sesuai dengan SOP. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2023 akan dilakukan 

hal sebagai berikut: 

dan perbaikan layanan yang ada; 

Penguatan pembinaan dan pengawasan; 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tu

terlaksana dengan baik. 

100 100

Tahun 2021 Tahun 2022

Salinan Putusan diterima tepat 
waktu
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perkara pidana yang 

 

Analisa Capaian Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada para pihak 

dan mampu terealisasi. Hal ini 

Pengawasan yang menyeluruh dari ketua pengadilan, wakil ketua, dan 

panitera untuk memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan pada hari 

yang sama setelah Panitera Pengganti menyerahkan putusan yang telah 

Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 

Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan; 

2023 akan dilakukan 

ana yang memadai, sehingga tusi dapat 

Salinan Putusan diterima tepat 
waktu
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c.  Persentase Perkara Yang Diselesaikan 

 

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau 

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan 

memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung RI sebagai 

lembaga tertinggi yang membawahi seluruh peng

menghimbau kepada pengadilan yang menangani sengketa perkara perdata agar 

dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi, dimana hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan 

akses yang lebih besar kepada  para pihak dalam menemukan penyelesaian 

sengketa yang memuaskan dan memnuhi rasa

mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win

pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa 

menang. 

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Med

dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 

Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menerima 4 perkara perdata yang 

setiap proses penangan perkara tersebut melalui Mediasi apabila para pihak 

dengan didampingi hakim Mediator dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan 

kesepakatan damai maka proses

persidangan. Target untuk tahun 2022 adalah 10% persentase perkara perdata 

yang diselesaikan melalui mediasi pada pengadilan negeri Sinabang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 31 : persentase 

 

Perkara perdata yang 
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Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau 

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan 

memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung RI sebagai 

lembaga tertinggi yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia telah 

menghimbau kepada pengadilan yang menangani sengketa perkara perdata agar 

dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi, dimana hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang 

ur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan 

akses yang lebih besar kepada  para pihak dalam menemukan penyelesaian 

sengketa yang memuaskan dan memnuhi rasa keadilan. Mediasi diyakini sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win

pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa 

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Med

dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 

Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menerima 4 perkara perdata yang 

setiap proses penangan perkara tersebut melalui Mediasi apabila para pihak 

dengan didampingi hakim Mediator dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan 

kesepakatan damai maka proses perkara tersebut tidak dilanjutkan ke 

Target untuk tahun 2022 adalah 10% persentase perkara perdata 

yang diselesaikan melalui mediasi pada pengadilan negeri Sinabang dapat dilihat 

 

rsentase Perkara perdata  yang diselesaikan secara mediasi

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 0 0 3
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merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau 

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan 

memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung RI sebagai 

adilan di Indonesia telah 

menghimbau kepada pengadilan yang menangani sengketa perkara perdata agar 

dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi, dimana hal tersebut 

01 tahun 2008 tentang 

ur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan 

akses yang lebih besar kepada  para pihak dalam menemukan penyelesaian 

keadilan. Mediasi diyakini sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win-win solution. Para 

pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa 

Mengukur jumlah perkara perdata yang diselasaikan melalui Mediasi, perkara yang 

dimediasi adalah  perakara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 

Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menerima 4 perkara perdata yang 

setiap proses penangan perkara tersebut melalui Mediasi apabila para pihak 

dengan didampingi hakim Mediator dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan 

perkara tersebut tidak dilanjutkan ke 

Target untuk tahun 2022 adalah 10% persentase perkara perdata 

yang diselesaikan melalui mediasi pada pengadilan negeri Sinabang dapat dilihat 

secara mediasi. 

TW 4 Tahunan 

3 4 
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diajukan mediasi 

Mediasi berhasil 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator 

perdata yang diselesaikan secara mediasi tidak mencapai target kinerja yang 

diharapkan. 

 

Tabel 32 :  Capaian IKU Persenatse 

 

Perkara perdata yang 
dilakukan Mediasi 
Mediasi Berhasil 

Target 

Realisasi 

Capaian 

 

Grafik 8 :  Capaian 
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0 0 0 0

Target 

Realisasi 

Capaian 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja utama persentase perkara 

perdata yang diselesaikan secara mediasi tidak mencapai target kinerja yang 

Capaian IKU Persenatse Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi
2020-2022 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

3 6 3 

0 1 0 

10% 10% 10% 

0 16 0 

0 160% 0 

Capaian IKU persentase perkara perdata yang diselesaikan secara 

Mediasi tahun 2020-2022 

160

0

Tahun 2021 Tahun 2022
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0 0 

10% 

0 

0 

kinerja utama persentase perkara 

perdata yang diselesaikan secara mediasi tidak mencapai target kinerja yang 

Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi tahun 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

10% 

5% 

50% 

perkara perdata yang diselesaikan secara 

 Tahun 2022
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat 

kinerja tidak memenuhi target yang diharapkan, pada 

dan capaiannya melebihi target yana akan dicapai, namun pada tahun 2022 target 

yang telah ditetapkan tidak tercapai kembali, secara keseluruhan target capaian kinerja 

ini baru tercapai sebesar 50%.

 Analisa capaian IKU persentase perkara perdata yang dilakukan mediasi.

Target untuk tahun 2022 adalah 10% dan target tersebut tidak tercapai pada tahun 

2022 dikarenakan : 

1. Pengadilan Negeri Sinabang berfungsi sebagai pengadil tidak memiliki 

otoritas untuk memaksakan para pihak be

permasalahan tersebut secara mediasi

menyediakan hakim mediator 

sepakat berdamai.

 Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan  tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengusulkan pelatihan Mediasi lanjutan bagi seluruh hakim yang ada.

2. Ketua Pengadilan melakukan sharing pengetahuan terkait mediasi kepada 

hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sinabang.

 

SASARAN STRATEGIS 3 : 

MASYARAKAT MISKIN TERPINGGIRKAN
 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur k

akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 3 indikator kinerja

 

Tabel 33 : Capaian Kinerja 

Indikator kinerja

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 

Pengadilan 
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian 

kinerja tidak memenuhi target yang diharapkan, pada tahun 2021 target kinerja tercapai 

dan capaiannya melebihi target yana akan dicapai, namun pada tahun 2022 target 

yang telah ditetapkan tidak tercapai kembali, secara keseluruhan target capaian kinerja 

ini baru tercapai sebesar 50%. 

sentase perkara perdata yang dilakukan mediasi.

Target untuk tahun 2022 adalah 10% dan target tersebut tidak tercapai pada tahun 

Pengadilan Negeri Sinabang berfungsi sebagai pengadil tidak memiliki 

otoritas untuk memaksakan para pihak berdamai menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara mediasi, Pengadilan hanya memfasilitasi dan 

menyediakan hakim mediator dan para pihaklah yang menentukan untuk 

sepakat berdamai. 

langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan  tersebut 

 

Mengusulkan pelatihan Mediasi lanjutan bagi seluruh hakim yang ada.

Ketua Pengadilan melakukan sharing pengetahuan terkait mediasi kepada 

hakim di Pengadilan Negeri Sinabang. 

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILA

MASYARAKAT MISKIN TERPINGGIRKAN 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya 

akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 3 indikator kinerja

Capaian Kinerja Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Indikator kinerja Target Realisasi

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100% 

sentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 100% 
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bahwa pada tahun 2020 capaian 

tahun 2021 target kinerja tercapai 

dan capaiannya melebihi target yana akan dicapai, namun pada tahun 2022 target 

yang telah ditetapkan tidak tercapai kembali, secara keseluruhan target capaian kinerja 

sentase perkara perdata yang dilakukan mediasi. 

Target untuk tahun 2022 adalah 10% dan target tersebut tidak tercapai pada tahun 

Pengadilan Negeri Sinabang berfungsi sebagai pengadil tidak memiliki 

rdamai menyelesaikan 

Pengadilan hanya memfasilitasi dan 

dan para pihaklah yang menentukan untuk 

langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan  tersebut 

Mengusulkan pelatihan Mediasi lanjutan bagi seluruh hakim yang ada. 

Ketua Pengadilan melakukan sharing pengetahuan terkait mediasi kepada 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI 

berhasilan sasaran Meningkatnya 

akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 3 indikator kinerja: 

Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan 

Realisasi Capaian 
% 

0% 0% 

0% 0% 
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Persentase pencari keadilan golongan tertentu 

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah IKU 

perkara prodeo yang diselesaikan. Prodeo

biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo 

merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan.

Pada tahun 2022 IKU persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diukur 

dikarenakan pada tahun 2022 anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo 

tidak tersedia. 

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

 

IKU persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan ialah guna 

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung 

kantor Pengadilan (zetting plaatz

Sidang diluar gedung pengadilan merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan

Pengadilan Negeri Sinabang 

diselesaikan diluar gedung Pengadilan hal ini disebabkan 

tidak memiliki lagi tempat sida

asset tempat sidang jarak jauh beralih ke Kement

disebabkan oleh keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan

organisasi,  administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum d

Negara, Pengadilan Agama ke

dengan serah terima Pengalihan organisasi, 

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke

31 Maret 2004. 
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pencari keadilan golongan tertentu 

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100% 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah IKU yang 

perkara prodeo yang diselesaikan. Prodeo adalah layanan hukum berupa pembebasan 

biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo 

merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan. 

2 IKU persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diukur 

dikarenakan pada tahun 2022 anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

IKU persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan ialah guna 

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung 

zetting plaatz sidang keliling maupun gedung

Sidang diluar gedung pengadilan merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan

Sinabang pada tahun 2022 tidak menangani perkara yang 

diselesaikan diluar gedung Pengadilan hal ini disebabkan Pengadilan Negeri

sidang jarak jauh (ziiting platz) semenjak tahun 2004 seluruh 

asset tempat sidang jarak jauh beralih ke Kementerian Hukum dan HAM, hal tesebut 

disebabkan oleh keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan

administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum d

Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
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100% 100% 

yang Mengukur jumlah 

adalah layanan hukum berupa pembebasan 

biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.  Pemberian layanan hukum prodeo 

merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

2 IKU persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat diukur 

dikarenakan pada tahun 2022 anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan 

IKU persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan ialah guna 

Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung 

sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 

Sidang diluar gedung pengadilan merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di Pengadilan. 

tidak menangani perkara yang 

Pengadilan Negeri Sinabang 

semenjak tahun 2004 seluruh 

rian Hukum dan HAM, hal tesebut 

disebabkan oleh keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan 

administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha 

yang kemudian ditindaklanjuti 

administrasi dan finansial di lingkungan 

Mahkamah Agung pada tanggal 
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Jadi untuk kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

Pengadilan tidak dapat di ukur kinerjanya.

 

 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum).

 

IKU persentase  pencari

POSBAKUM Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap orang 

atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi  dan atau tidak memiliki 

akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 

Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di 

Pengadilan. 

Target capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah seb

persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) memenuhi target 

menyediakan pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan lembaga penyedia 

bantuan hukum yang mudah diakses oleh pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun layanan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan pembuatan dokumen hukum.

2. Advis, dan konsultasi hukum dalam perkara pidana dan perdata.

Pada tahun anggaran 

Pos bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,

rupiah). 

Indikator kinerja ini pada tahun 2022

indikator  kinerja persentase pencari kedailan yang gol

mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) p

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :
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untuk kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

Pengadilan tidak dapat di ukur kinerjanya. 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan 

(Posbakum). 

IKU persentase  pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan lanyanan 

Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

tuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap orang 

atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi  dan atau tidak memiliki 

pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 

Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di 

Target capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%

persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) memenuhi target 100%. Pengadilan Negeri

menyediakan pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan lembaga penyedia 

bantuan hukum yang mudah diakses oleh pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun layanan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

Bantuan pembuatan dokumen hukum. 

dan konsultasi hukum dalam perkara pidana dan perdata.

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran 

Pos bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu 

ator kinerja ini pada tahun 2022 ditetapkan 100%. Realisasi dan capaian 

indikator  kinerja persentase pencari kedailan yang golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) pada tahun 

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :
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untuk kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan 

yang mendapatkan lanyanan 

Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

tuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap orang 

atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi  dan atau tidak memiliki 

pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 

Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  di 

100%., Untuk kinerja 

persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

Pengadilan Negeri Sinabang 

menyediakan pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan lembaga penyedia 

bantuan hukum yang mudah diakses oleh pencari keadilan golongan tertentu. 

Adapun layanan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut : 

dan konsultasi hukum dalam perkara pidana dan perdata. 

Sinabang memperoleh anggaran 

(Sembilan belas juta dua ratus ribu 

. Realisasi dan capaian 

ngan tertentu yang 

da tahun 2022 serta 

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 34 :  Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 

mendapat layanan Bantuan Hukum tahun 2022.

 

Permohonan layanan 
hukum 
Pencari keadilan yang 
dilayani  POSBAKUM 

 

Tabel 35 : Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 
mendapat layanan Bantuan Hukum tahun 2020

 

Permohonan layanan hukum 

Pencari keadilan yang dilayani  
POSBAKUM 

Target 

Realisasi 

Capaian 

Grafik 9 : Capaian IKU Persentase Pencari keadilan 
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:  Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 

mendapat layanan Bantuan Hukum tahun 2022.

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11 11 25 9

11 11 25 9

Target 

Realisasi 

Capaian 

: Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 
mendapat layanan Bantuan Hukum tahun 2020-2022

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

 50 55 56 

Pencari keadilan yang dilayani  
50 55 56 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

 

Capaian IKU Persentase Pencari keadilan yang dilayani POSBAKUM 

2020 - 2022. 

Tahun 2021 Tahun 2022

55

56

55

56

Jumlah yang mengajukan 
layanan POS BAKUM

Jumlah masyarakat yang 
terlayani layanan POS BAKUM
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:  Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 

mendapat layanan Bantuan Hukum tahun 2022. 

TW 4 Tahunan 

9 56 

9 56 

100% 

100% 

100% 

: Capaian IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu  yang 
2022 

Perbandingan 
realisasi kinerja s.d 

tahun ini dengan 
target jangka 
menengah 

 

100% 

100% 

100% 

layani POSBAKUM tahun 

 

Jumlah yang mengajukan 
layanan POS BAKUM

Jumlah masyarakat yang 
terlayani layanan POS BAKUM
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Dilihat dari tabel dan grafik diatas cap

dilayanani  POSBAKUM  dari tahun 2020

masyarakat yang dilayani oleh layanan POSBAKUM, Target Kinerja sebesar 100% 

terpenuhi selalu dari tahun ketahun.

 Analisa Capaian. 

Target untuk tahun 2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

karena : 

1. Pemilihan penyedia jasa layanan POSBAKUM di lakukan lebih awal 

sehingga dapat lebih optimal pelaksanaannya.

2. Layanan POSBAKUM di publikasi melalui website dan media sosial yang 

dikelola oleh Pengadilan Negeri Sinabang, Sehingga Masyarakat luas dapat 

mendapatkan inform

 Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja :

1. Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada berupa menyediakan ruang 

POSBAKUM yang representatif.

2. Menyediakan layanan Konsultasi melalui media elektronik.

3. Mengajukan anggaran terkait POSBAKUM.

SASARAN STRATEGIS 4 : 

PENGADILAN. 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti 

adalah guna Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi.

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan ditindak lanjuti 

dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan target kinerja sebesar 

100% Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 

pada tabel Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Dilihat dari tabel dan grafik diatas capaian kinerja Persentase pencari keadilan yang 

POSBAKUM  dari tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan jumlah 

masyarakat yang dilayani oleh layanan POSBAKUM, Target Kinerja sebesar 100% 

enuhi selalu dari tahun ketahun. 

Target untuk tahun 2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

enyedia jasa layanan POSBAKUM di lakukan lebih awal 

sehingga dapat lebih optimal pelaksanaannya. 

Layanan POSBAKUM di publikasi melalui website dan media sosial yang 

dikelola oleh Pengadilan Negeri Sinabang, Sehingga Masyarakat luas dapat 

mendapatkan informasi terkait POSBAKUM. 

langkah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja :

Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada berupa menyediakan ruang 

POSBAKUM yang representatif. 

Menyediakan layanan Konsultasi melalui media elektronik.

Mengajukan anggaran terkait POSBAKUM. 

4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN 

Indikator Kinerja Utama Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti 

Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi.

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan ditindak lanjuti 

dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan target kinerja sebesar 

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 

Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut : 
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Persentase pencari keadilan yang 

mengalami peningkatan jumlah 

masyarakat yang dilayani oleh layanan POSBAKUM, Target Kinerja sebesar 100% 

Target untuk tahun 2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

enyedia jasa layanan POSBAKUM di lakukan lebih awal 

Layanan POSBAKUM di publikasi melalui website dan media sosial yang 

dikelola oleh Pengadilan Negeri Sinabang, Sehingga Masyarakat luas dapat 

langkah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja : 

Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada berupa menyediakan ruang 

Menyediakan layanan Konsultasi melalui media elektronik. 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN 

Indikator Kinerja Utama Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti 

Mengukur jumlah putusan perkara  yang  dieksekusi. Perkara yang 

dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan ditindak lanjuti 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan target kinerja sebesar 

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Tabel 36 :  Capaian IKU Persentase 

 

Permohonan eksekusi 

Permohonan  eksekusi 
yang ditindak lanjuti 

Tabel 37 : Capaian IKU Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 

 

Permohonan eksekusi 

Permohonan  eksekusi 
yang ditindak lanjuti 

Target 

Realisasi 

Capaian 

 

Grafik 10 : Capaian IKU Persentase 
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:  Capaian IKU Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2022. 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

0 0 0 1

0 0 0 1

Target 

Realisasi 

Capaian 

Capaian IKU Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 

2020-2022. 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 

0 1 1 

0 1 1 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Capaian IKU Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) tahun 2020 - 2022. 

 

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

0

100 100
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Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 

TW 4 Tahunan 

1 1 

1 1 

100% 

100% 

100% 

Capaian IKU Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 

Perbandingan realisasi 
kinerja s.d tahun ini 

dengan target jangka 
menengah 

 

100% 

100% 

100% 

Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

 
Tahun 2022

100
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Dilihat dari tabel dan grafik diatas capaian kinerja Persentase 

Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Kinerja sebesar 100% terpenuhi selalu

 Analisa Capaian. 

Target untuk tahun 2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

karena : 

1. Pengadilan Negeri Sinabang segera menindaklanjuti permohonan eksekusi

2. Aparatur Pengadilan Negeri  Sinabang dalam menindaklanjuti permohonan 

eksekusi telah sesuai dengan SOP.

 Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja :

1. Peningkatan kemampuan para aparatur dengan mengikuti pelatihan 

dibidang kepaniteraan
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Dilihat dari tabel dan grafik diatas capaian kinerja Persentase Persentase 

Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) dari tahun 2021 dan 

enuhi selalu. 

2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

Pengadilan Negeri Sinabang segera menindaklanjuti permohonan eksekusi

Aparatur Pengadilan Negeri  Sinabang dalam menindaklanjuti permohonan 

eksekusi telah sesuai dengan SOP. 

ah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja :

kemampuan para aparatur dengan mengikuti pelatihan 

dibidang kepaniteraan. 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Persentase Putusan 

dari tahun 2021 dan 2022, Target 

2022 adalah 100% dan mampu terealisasi hal ini disebabkan 

Pengadilan Negeri Sinabang segera menindaklanjuti permohonan eksekusi. 

Aparatur Pengadilan Negeri  Sinabang dalam menindaklanjuti permohonan 

ah yang perlu dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja : 

kemampuan para aparatur dengan mengikuti pelatihan 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 202
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta unutuk mencapai target kinerja 

juga ditentukan dengan penyediaan anggaran melalui daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) tahun 

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja 

Belanja Barang dan Belanja Modal

(satu) program kerja

 005.01.WA Program Dukungan Manajemen

a. 1066. Kegiatan

keuangan Badan Urusan Administrasi

b. 1071. Keg

Mahkamah Agun
 

Tabel 38

Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung

PEMBAYARAN  GAJI DAN TUNJANGAN

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 
KANTOR
BELANJA MODAL

No Uraian

 

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

2020-2022 sebagai berikut : 

Tabel 39 : Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Peradilan 

Tahun Pagu 

2020 3.247.709.000

2021 3,405,894,000

2022 3.894.886.000
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta unutuk mencapai target kinerja 

juga ditentukan dengan penyediaan anggaran melalui daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari : 

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja 

Belanja Barang dan Belanja Modal, digunakan untuk melaksanakan 1 

) program kerja dengan 2 kegiatan yaitu : 

005.01.WA Program Dukungan Manajemen 

1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 

keuangan Badan Urusan Administrasi 

1071. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana 

Mahkamah Agung 

38 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 20

Rp.

Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

3.894.886.000,00 3.850.027.836,00

PEMBAYARAN  GAJI DAN TUNJANGAN 2.258.585.000,00 2.252.741.787,00

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 1.626.301.000,00 1.587.286.049,00

10.000.000,00 10.000.000,00

Pagu DIPA
Realisasi

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

 

Anggaran Program Dukungan Manajemen Peradilan 

2022. 

Realisasi 

Rp % Rp

3.247.709.000 3.039.585.011 93.59% 208.123.989

3,405,894,000 3,354,826,146 98.50% 51,067,854

3.894.886.000 3.850.027.836 98.85% 44.858
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta unutuk mencapai target kinerja 

juga ditentukan dengan penyediaan anggaran melalui daftar Isian Pelaksanaan 

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, 

, digunakan untuk melaksanakan 1 

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 

sarana dan prasarana di Lingkungan  

2022 

% Rp. %

98,85 44.858.164,00 1,15

99,74 5.843.213,00 0,26

97,60 39.014.951,00 2,40

100,00 0,00 0,00

Sisa Dana

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

Anggaran Program Dukungan Manajemen Peradilan tahun 2020-

Sisa 

Rp % 

208.123.989 6,41% 

51,067,854 1,50% 

44.858.164 1,15% 
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2. DIPA  03 Dirjen Badan Peradilan Umum, 

barang. Digunakan untuk melaksanakan 1(satu) program kerja yaitu :

 Program penegakan dan 

Tabel 40

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pos Bantuan Hukum

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan 
ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

NO Uraian

 

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

2020-2022 sebagai berikut : 

Tabel 41 : Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan tahun 2020

Tahun Pagu 

2020 33,300,000 

2021 31,326,000 

2022 33.950.000 

 

Rp3.894.886.000,00 

Rp10.000.000,00 
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03 Dirjen Badan Peradilan Umum, yang hanya meliputi belanja 

barang. Digunakan untuk melaksanakan 1(satu) program kerja yaitu :

Program penegakan dan Pelayanan Hukum 

40 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 202

Rp.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 33.950.000,00     33.526.500,00     

19.200.000,00     19.200.000,00     

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan 
ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

14.750.000,00     14.326.500,00     

Pagu DIPA
Realisasi

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

 

Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan tahun 2020

Realisasi 

Rp % Rp

31,319,000 94.05% 1,981,000

31,325,000 100% 1.000

33.526.500 98.75% 423.500

Grafik 11 : Pagu Anggaran 2022 

Rp3.894.886.000,00 

Rp10.000.000,00 Rp33.950.000,00 

Pagu Anggaran 2022

Kegiatan Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan keuangan 
Badan Urusan Administrasi

Kegiatan Pengadaan sarana dan 
prasarana di Lingkungan  
Mahkamah Agung

Program penegakan dan 
Pelayanan Hukum
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yang hanya meliputi belanja 

barang. Digunakan untuk melaksanakan 1(satu) program kerja yaitu : 

2022 

% Rp. %

98,75 423.500,00 1,25

100,00 0,00 0,00

97,13 423.500,00 2,87

Sisa Dana 

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi program dukungan manajemen dari tahun 

Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan tahun 2020-2022. 

Sisa 

Rp % 

1,981,000 5,95% 

1.000 0% 

23.500 1,25% 

 

Kegiatan Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan keuangan 
Badan Urusan Administrasi

Kegiatan Pengadaan sarana dan 
prasarana di Lingkungan  
Mahkamah Agung

Program penegakan dan 
Pelayanan Hukum
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Grafik 

 

Rp10.000.000,00

Dari tabel realisasi dan grafik dapat kita lihat capaian realisai anggaran Tahun 2022 
sebagai berikut :  

1. Program dukungan manajemen sebesar  
2. Program Penegakan dan Pelayan Hukum sebesar  

 

Selain capaian anggaran yang optimal Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 
2022 juga menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA sempurna 
pada semester I tahun 2022 dan satker terbaik ke II IKPA k
sedang dari KPPN Meulaboh.
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Grafik 12 :  Realisasi Anggaran 2022 

  

Rp3.317.786.146,00

Rp10.000.000,00
Rp33.526.500,00

Realisasi Anggaran 2022

Kegiatan Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan keuangan Badan 
Urusan Administrasi

Kegiatan Pengadaan sarana dan 
prasarana di Lingkungan  
Mahkamah Agung

Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum.

Dari tabel realisasi dan grafik dapat kita lihat capaian realisai anggaran Tahun 2022 

Program dukungan manajemen sebesar  98,85 % 
Program Penegakan dan Pelayan Hukum sebesar  98,75%

Selain capaian anggaran yang optimal Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 
2022 juga menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA sempurna 

semester I tahun 2022 dan satker terbaik ke II IKPA kategori pengelolaan pagu 
sedang dari KPPN Meulaboh. 
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Kegiatan Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan keuangan Badan 
Urusan Administrasi

Kegiatan Pengadaan sarana dan 
prasarana di Lingkungan  
Mahkamah Agung

Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum.

Dari tabel realisasi dan grafik dapat kita lihat capaian realisai anggaran Tahun 2022 

98,75% 

Selain capaian anggaran yang optimal Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 
2022 juga menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA sempurna 

ategori pengelolaan pagu 
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A. Kesimpulan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja 

2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan 

Kegiatan Tahun Anggaran 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, 

Negeri Sinabang Tahun 

hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon 

tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, 

sebagai berikut: 

1. Keberhasilan 

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1) Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.

2) Pengadilan Negeri

2021. 

3) Pengadilan Negeri

dengan nilai IKPA 

semester II kategori 

Meulaboh. 

2. Hambatan/masalah 

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1) Masih banyak  prioritas program yang belum bisa terpenuhi dikarenakan 

tidak adanya pagu anggaran ya

2) Letak dan posisi geografis 

sangat berpengaruh terhadap segala aspek operasional perkantoran.

3) Pegawai yang telah berdinas selama 5 tahun butuh dilakukan rotasi guna 

adanya penyegaran dan menghindari kejenuhan ditempat tugas.

4) Terbatasnya jumlah pegawai 

perkantoran. 
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BAB IV. PENUTUP 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan 

garan 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja 

Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian 

hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon 

tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. 

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 

Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.

Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh nilai akreditasi A 

Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan sebagai satker 

dengan nilai IKPA sempurna pada semester I dan Nilai IKPA terbaik II pada 

kategori pagu sedang tahun 2022 untuk wilayah 

 

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

banyak  prioritas program yang belum bisa terpenuhi dikarenakan 

tidak adanya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA tahun 

Letak dan posisi geografis Pengadilan Negeri Sinabang yang berada di pulau 

sangat berpengaruh terhadap segala aspek operasional perkantoran.

Pegawai yang telah berdinas selama 5 tahun butuh dilakukan rotasi guna 

adanya penyegaran dan menghindari kejenuhan ditempat tugas.

Terbatasnya jumlah pegawai sangat mempengaruhi kinerja operasional 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan 

dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

kegiatan Satuan Kerja Pengadilan 

dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian 

hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon 

ecahan masalahnya dapat dilihat 

Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor. 

akreditasi A Excelent tahun 

Sinabang memperoleh penghargaan sebagai satker 

sempurna pada semester I dan Nilai IKPA terbaik II pada 

untuk wilayah Kerja KPPN 003 

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 

banyak  prioritas program yang belum bisa terpenuhi dikarenakan 

ng tersedia pada DIPA tahun 2021. 

Sinabang yang berada di pulau 

sangat berpengaruh terhadap segala aspek operasional perkantoran. 

Pegawai yang telah berdinas selama 5 tahun butuh dilakukan rotasi guna 

adanya penyegaran dan menghindari kejenuhan ditempat tugas. 

sangat mempengaruhi kinerja operasional 



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

 

B. Rekomendasi.  

Untuk pemecahan masalah yang

dengan cara : 

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai  dengan RKA

diajukan sehingga hasil yang 

2. Memperbanyak pegawai yang mengikuti Pelatihan guna peningkatan 

kompetensi dimasing

3. Besar  pagu angg

dikarenakan kondisi 

terpencil maka dari itu harus lebih diprioritaskan untuk kelancaran dan 

memaksimalkan kinerja satker.

4. Pengunaan teknologi informasi

waktu sampainya laporan tersebut terutama di satker

daerah terpencil agar tidak terjadi lagi keterlambatan sampainya laporan

5. Harus adanya pemerataan sebaran pegawai terutama di satker

terpencil dengan penyegaran berkala

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Untuk pemecahan masalah yang Pengadilan Negeri Sinabang

Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai  dengan RKA

diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. 

Memperbanyak pegawai yang mengikuti Pelatihan guna peningkatan 

kompetensi dimasing-masing bidang. 

pagu anggaran harus sesuai dengan keadaan Satker setempat 

kondisi setiap satker tidak sama terutama satker yang 

terpencil maka dari itu harus lebih diprioritaskan untuk kelancaran dan 

memaksimalkan kinerja satker. 

Pengunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dapat mempersingkat 

waktu sampainya laporan tersebut terutama di satker-satker yang terletak di 

daerah terpencil agar tidak terjadi lagi keterlambatan sampainya laporan

Harus adanya pemerataan sebaran pegawai terutama di satker

penyegaran berkala. 

 

  

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 
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ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 

nabang dihadapi dilakukan 

Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai  dengan RKA-KL yang 

Memperbanyak pegawai yang mengikuti Pelatihan guna peningkatan 

keadaan Satker setempat 

satker tidak sama terutama satker yang letaknya 

terpencil maka dari itu harus lebih diprioritaskan untuk kelancaran dan 

dalam sistem pelaporan dapat mempersingkat 

satker yang terletak di 

daerah terpencil agar tidak terjadi lagi keterlambatan sampainya laporan. 

Harus adanya pemerataan sebaran pegawai terutama di satker-satker daerah 

  



Laporan Akuntabilitas Kinerja

  

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan.

LAMPIRAN 

dilan Negeri Sinabang Tahun 2022 

82 

ULAU: Utamakan Layanan Amanah Untuk Berkeadilan. 



 

 
KEPUTUSAN KETUA 

NOMOR : W1

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LK

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

MENIMBANG : a.

    

 

 

   

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/1182/OT.01.1/12/2022 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG 

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah guna mem

keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan data/informasi kinerja yang 

berkualitas; 

 b. 

 c. 

Bahwa mereka yang namanya tercantum 

dalam keputusan ini dipandang cakap dan 

mampu untuk melaksanakan tugas ini; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang 

Pembentukan Tim Penyusun Laporan 

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) 

Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022

PENGADILAN NEGERI SINABANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI 

 

ahwa dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah guna memberikan 

keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan data/informasi kinerja yang 

Bahwa mereka yang namanya tercantum 

dalam keputusan ini dipandang cakap dan 

mampu untuk melaksanakan tugas ini;  

pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang 

Pembentukan Tim Penyusun Laporan 

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) 

Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2022 



 

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua alas 

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 

  3. 

 

 4. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

lnstansi Pemerintah;  

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah; 

  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terkahir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua alas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 

tentang Pedoman Penyusunan lndikator 



Kinerja Utama; 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah; 

 

M E M U T U S K A N 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 

SINABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI 

SINABANG TAHUN 2022 

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2022 

Pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan 

susunan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai 

dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri 

Sinabang 

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim 

untuk mengimplementasikan keputusan ini 

dan melaksanakan tugas sampai dengan 

bulan Maret Tahun 2023. 

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai 

akibat pelaksanaan dari keputusan ini 

dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri 



KELIMA :

 

Sinabang Tahun 2023. 

 

 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 

apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 19 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,
 
 
 
JAMALUDDIN 

  

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 

dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

inabang 
19 Desember 2022 

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, 



 

 

 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2O22

NO. JABATAN

1. Penanggungg Jawab

2. Koordinator Validasi Data

3. Ketua 

4. Sekretaris 

5. Anggota 

6. Tim Pereviu Laporan Kinerja

 

 

Lampiran I :Keputusan Ketua Pengadilan 
 Nomor : W1-U9/1182/OT.01.1

 Tanggal : 19 Desember 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2O22

 

JABATAN NAMA 

Penanggungg Jawab JAMALUDDIN, S.H., M.H.

Koordinator Validasi Data ALFAN PERDANA, S.H. 

ANDI PRANOTO, S.H. 

PUTRI MAWAR, S.E. 

1. INDRA JAYA KUSUMA, S.H.
2. BAKHTIAR, S.P. 
3. WAHYU SANTOSA, S.E.
4. RONI 
5. MULIADI, A.Md. 
6. SAFLIN 
7. MITRA PERMANA, A.Md.
8. TIARACINDY, A.Md. 
9. PURNAMA WATI 
10. ROMLY SIMANJUNTAK, S.H.
11. MUHAMMAD FADLI ROZAK, A.Md

Tim Pereviu Laporan Kinerja 

1. M.NOVANSYAH MERTA, S.H., M.Kn.
2. MUHAMMAD ADITIA, S.H.
3. AHMAD GHALI PRATAMA, S.H.
4. REZKI FAUZI, S.H. 
5. AYON AURIFAN, S.H.
 
 
Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 19 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,
 
 
 
JAMALUDDIN 

:Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang 
OT.01.1/12/2022 

19 Desember 2022 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) 

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2O22 

 

JAMALUDDIN, S.H., M.H. 

INDRA JAYA KUSUMA, S.H. 

WAHYU SANTOSA, S.E. 

MITRA PERMANA, A.Md. 
 

ROMLY SIMANJUNTAK, S.H. 
MUHAMMAD FADLI ROZAK, A.Md 
M.NOVANSYAH MERTA, S.H., M.Kn. 
MUHAMMAD ADITIA, S.H. 
AHMAD GHALI PRATAMA, S.H. 

AYON AURIFAN, S.H. 

inabang 
Desember 2022 

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, 



Laporan Perkara Perdata 

No Nomor Perkara 
Tanggal 
Register Klasifikasi Perkara Tahapan 

Status 
Perkara 

1 1/Pdt.G/2022/PN Snb 21-Jan-22 
Perbuatan Melawan 
Hukum Putusan Minutasi 

2 2/Pdt.G/2022/PN Snb 14-Sep-22 Wanprestasi Persidangan Persidangan 

3 
3/Pdt.Bth/2022/PN 
Snb 02-Nov-22 

Perbuatan Melawan 
Hukum Persidangan Persidangan 

4 4/Pdt.G/2022/PN Snb 17-Nov-22 Wanprestasi Persidangan Persidangan 
 

Laporan Perkara Pidana 

No Nomor Perkara 
Tanggal 
Register 

Klasifikasi 
Perkara Tahapan Status Perkara Lama Proses 

1 
1/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 10-Feb-22 Narkotika Kasasi 

Pemberitahuan 
Putus Kasasi 29 

2 2/Pid.B/2022/PN Snb 18-Feb-22 Penggelapan Kasasi 
Pemberitahuan 
Putus Kasasi 82 

3 3/Pid.B/2022/PN Snb 21-Mar-22 Pencurian Putusan Minutasi 30 
4 4/Pid.B/2022/PN Snb 30 May 2022 Pencurian Putusan Minutasi 18 

5 
5/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 16-Jun-22 Narkotika Putusan Minutasi 20 

6 6/Pid.B/2022/PN Snb 24-Jun-22 

Penghancuran 
atau 
Perusakan 
Barang Putusan Minutasi 13 

7 
7/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 04-Jul-22 

Perubahan 
atas Undang-
Undang 
Nomor 31 
tahun 2004 
tentang 
Perikanan Putusan Minutasi 16 

8 
8/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 18-Jul-22 Narkotika Putusan Minutasi 25 

9 
9/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 18-Jul-22 Narkotika Putusan Minutasi 25 

10 
10/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 18-Jul-22 

Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga Putusan Minutasi 39 

11 
11/Pid.B/2022/PN 
Snb 16 Aug 2022 Pencurian Putusan Minutasi 17 

12 
12/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 09-Sep-22 

Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga Kasasi 

Pengiriman 
Berkas Kasasi 54 

13 
13/Pid.Sus/2022/PN 
Snb 23-Sep-22 Narkotika Kasasi 

Pengiriman 
Berkas Kasasi 21 

 



PENGADILAN NEGERI SINABANG
Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

 
LAPORAN HASIL MONITORING DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

 
Memperhatikan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi 
pemerintah, Permenpan  RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 
Pemerintah, Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana menilai 
dan menyimpulkan kinerja pihak berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen 
penetapan kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaat
instrument untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik 
(bulanan, triwulan atau semsteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola 
kegiatan. 
Berikut kami sampaikan laporan capaian kinerja Pengad
sebagaimana terlampir. 
   

 

PENGADILAN NEGERI SINABANG
Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang 

Kode Pos 23891 
Website : www.pn-sinabang.go.id 
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN HASIL MONITORING DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SINABANG 

PERIODE TRIWULAN I-IV 2022 

Memperhatikan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi 
pemerintah, Permenpan  RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

an Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana menilai 
dan menyimpulkan kinerja pihak berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen 
penetapan kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaat
instrument untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik 
(bulanan, triwulan atau semsteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola 

Berikut kami sampaikan laporan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sinabang  

Sinabang,  3 Januari 2023
Ketua Pengadilan 
 
 
Jamaluddin, SH., MH

  

PENGADILAN NEGERI SINABANG 
 

LAPORAN HASIL MONITORING DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA 

Memperhatikan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi 
pemerintah, Permenpan  RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

an Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana menilai 
dan menyimpulkan kinerja pihak berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen 
penetapan kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai 
instrument untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik 
(bulanan, triwulan atau semsteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola 

ilan Negeri Sinabang  Triwulan I - IV 2022 

Januari 2023 
Ketua Pengadilan  

Jamaluddin, SH., MH 



  

 

 

 
 

 Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

 Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kin

Pemerintah; 

 Rekomendasi Kementeria

“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak ya

Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dima

sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), 

sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA 
TRIWULAN  TAHUN 2022

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;

Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kin

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak ya

, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dima

sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), 

sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan. 

PENGADILAN NEGERI SINABANG 
Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang 

Kode Pos 23891 
ww.pn-sinabang.go.id 

sinabang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN  TAHUN 2022 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;

Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kin

RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak ya

, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dima

sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19; 

Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. 

, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan 

sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai 



  

 
 

 

 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

1.   Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

Persentase 
Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan 
Tepat Waktu

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022

Indikator 
 

Target 
(%) 

Triwulan I Triwulan II

Input Realisasi Capaian 
(%) 

Input Realisasi

Perdata yang 
Diselesaikan 
Tepat Waktu 

100  1 1 

100,00%  

100,00 0 

PENGADILAN NEGERI SINABANG 
Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang 

Kode Pos 23891 
ww.pn-sinabang.go.id 

sinabang@yahoo.co.id 

 

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022 

Realisasi Triwulan 

Triwulan II Triwulan III 

Realisasi Capaian 
(%) 

Input Realisasi Capaian 
(%) 

0 

0,00%  

0,00 2 2 

100,00%  

100,00 

Triwulan IV 

Capaian Input Realisasi Capaian (%) 

 0 0 

0,00%  

100,00 



  

 
2.    Persentase 

Perkara Anak 
yang 
Diselesaikan 
dengan 
Diversi 

3.    Persentase 
perkara 
pidana yang 
diselesaikan 
tepat waktu

4.    Jumlah 
Putusan Yang 
Menggunakan 
Pendekatan 
Keadilan 
Restoratif 

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

Perkara Anak 

Diselesaikan 

10  0 0 

0,00%  

0,00 0 

pidana yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100  2 2 

100,00%  

100,00 3 

Putusan Yang 
Menggunakan 
Pendekatan 

1  0 0 

0,00%  

0,00 0 

PENGADILAN NEGERI SINABANG 
Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang 

Kode Pos 23891 
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0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

3 

100,00%  

100,00 8 8 

100,00%  

100,00 

0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 

 2 2 

100,00%  

100,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 



  

 
5.    Index 

Persepsi 
Pencari 
Keadilan Yang 
Puas 
Terhadap 
Layanan 
Peradilan 

6.    Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding 

7.    Persentase 
Perkara Yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi 

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

Keadilan Yang 

  0 91 

101,00%  

0,00 0 

Perkara yang 

Mengajukan 
Upaya Hukum 

75  0 0 

0,00%  

0,00 8 

Perkara Yang 

Mengajukan 
Upaya Hukum 

  0 0 

0,00%  

0,00 0 
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Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang 
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91 

101,00% 

0,00 0 91 

101,00% 

0,00 

8 

100,00%  

133,33 0 0 

0,00%  

0,00 

0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

 0 0 

101,00% 

91,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 



  

 
8.   Meningkatnya 

Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

9.    Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
di Luar 
Gedung 
Pengadilan 

10.    Persentase 
Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

Tertentu yang 

 

100  13 13 

100,00%  

100,00 7 

Perkara yang 
Diselesaikan 

 

  0 0 

0,00%  

0,00 0 

Prodeo yang 
Diselesaikan 

  0 0 

0,00%  

0,00 0 

PENGADILAN NEGERI SINABANG 
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7 

100,00%  

100,00 26 26 

100,00%  

100,00 

0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

 9 9 

100,00%  

100,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 

 0 0 

0,00%  

0,00 



  

 
11.   Peningkatan 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
disampaikan 
ke para Pihak 
tepat waktu

12.    Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Pidana yang 
disampaikan 
ke para pihak 
tepat waktu

13.    Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi 

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891
Website : ww
E-mail :  pnsinabang@yahoo.co.id

Perdata yang 
disampaikan 
ke para Pihak 
tepat waktu 

100  1 1 

100,00%  

100,00 7 

Pidana yang 
disampaikan 
ke para pihak 
tepat waktu 

100  2 2 

100,00%  

100,00 5 

Perkara yang 
Diselesaikan 

10  0  

0%  

0,00 0 
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7 

100,00%  

100,00 2 2 

100,00%  

100,00 

5 

100,00%  

100,00 4 4 

100,00%  

100,00 

0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00 

 1 1 

100,00%  

100,00 

 2 2 

100,00%  

100,00 

 0 0 

0%  

0,00 



  

 
14.   Meningkatnya 

Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
Ditindak 
lanjuti 
(Dieksekusi)
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Perdata yang 

(Dieksekusi) 

100  0 0 

0,00%  

0,00 0 
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0 

0,00%  

0,00 0 0 

0,00%  

0,00  1 1 

100,00%  

100,00 

Sinabang,  3 Januari 2023 
Ketua Pengadilan  
 
 
Jamaluddin, SH., MH 


